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PENGANTAR 


DEWAN PENGURUS PUSAT 
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 


Sejarah, termasuk sejarah politik, memang 
selalu berulang. Dalam pentas politik nasional 
sejak sebelum Indonesia merdeka, konfigurasi 
politik memang terus mengalami dinamika dan 
pergeseran. Namun, jika dicermati, ada satu 
benang merah yang dapat ditarik dari sejarah 
pergumulan politik di tanah air hingga saat ini. 
Memang begitu banyak ideologi politik dan 
kekuatan massa yang berkontestasi dalam 
panggung politik Indonesia, namun ada 
beberapa kekuatan politik yang memiliki 
chemistry dan dengan demikian kerap 
bersinergi dan melakukan kerjasama. 


Salah satu yang terpenting dalam sejarah 
politik Indonesia adalah kemesraan politik 
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antara Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan 
Nahdlatul Ulama (NU). Meski memiliki latar 
belakang dan ideologi yang berbeda, kedua 
kekuatan politik itu memiliki titik temu. Dari sisi 
basis sosial, PNI dan NU memiliki akar rumput 
yang kurang lebih senasib, yaitu wong cilik atau 
masyarakat kecil yang marginal dan kerap 
menjadi korban pembangunan. Sedangkan dari 
sisi ideologis, keduanya memiliki komitmen 
kebangsaan dan kerakyatan yang sama, yaitu 
komitmen untuk menjaga Pancasila dan NKRI 
serta pembelaan dan pemberdayaan rakyat kecil 
dan kaum marginal. 


Berangkat dari kesamaan di atas, sejarah 
menunjukkan bahwa kedua organisasi politik ini 
lebih banyak mengalami bulan madu ketimbang 
perselisihan. Kedekatan historis ini bisa kita 
runut dalam pelbagai peristiwa sejarah. Dalam 
merintis kemerdekaan Indonesia, Bung Karno 
dan Kiai Hasyim Asy'ari sama-sama berbagi 
peran dalam mendorong lahirnya Negara 
Indonesia.Demikian juga dalam meletakkan 
pondasi dasar Negara, NU danPNI saling 
bersinergi dalam mendesain dasar negara yaitu 
Pancasila yang bisa menjadi ruh bersama dan 
bisa diterima oleh semua golongan yang ada di 
Indonesia. 
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Setelah kemerdekaan, NU dan kaum 
nasionalis juga terus bersinergi. Datangnya 
kembali kaum penjajah dengan agresi militer 
mendorong Bung Karno meminta Kyai Hasyim 
untuk bertindak. Akhirnya NU mengeluarkan 
Deklarasi Resolusi Jihad pada November 1945 
yang selanjutnya menjadi tonggak sejarah 
pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. 
Demikian juga dukungan NU terhadap 
kepemimpinan Presiden Soekarno yang 
dianggap tidak legitimate kala itu karena belum 
dipilih melalui Pemilu. Dalam Munas Alim 
Ulama di Bogor pada 1954, NU 
menganugerahkan gelar Waliyul Amri adl 
Dloruri Bissyaukahkepada Presiden Soekarno 
agar memiliki legitimasi moral, spiritual dan 
legal menurut syariat Islam. 


Jika ditelusuri, kemesraan ini bukanlah 
kebetulan. Dengan mencermati penelusuran di 
atas, perjalanan PNI dan NU telah menorehkan 
tinta emas dalam sejarah bangsa ini. Sebagai 
organisasi yang memiliki akar sejarah yang 
panjang, keduanya juga terlibat dalam 
pergumulan yang panjang. Meskipun memiliki 
basis ideologis yang berbeda, namun keduanya 
memiliki komitmen kebangsaan dan kerakyatan 
yang sama. Kedua organisasi politik itu memiliki 
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platform politik yang sama dan mencapai titik 
temu ideologis. 


Sebagai organisasi nasionalis yang 
berideologi Marhaenisme, PNI telah 
menunjukkan komitmen kebangsaannya, 
meneguhkan kebinnekaan Indonesia, dan 
membuktikan pembelaan terhadap wong cilik. 
Sedangkan NU, dengan ideologi Islam 
Ahlussunnah wal Jamaah, telah memberikan 
saham bagi lahir dan tegaknya NKRI, 
mengembangkan Islam yang toleran dan 
rahmatan lil alamin, serta membela dan 
memberdayakan kaum mustadh'afin. Berangkat 
dari titik temu itulah maka keduanya 
membangun sinergi dalam perjuangan 
kebangsaan hingga kini. 


Kini, sejarah itu seakan berulang. Dengan 
berbagai perkembangan dan format politik, 
kedua kekuatan politik itu kembali membangun 
sinergi. Kali ini, kaum Marhaenis diwadahi 
melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
(PDIP). Sedangkan kaum Nahdliyin 
direpresentasikan oleh Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB). Keduanya merupakan partai 
politik yang memiliki akar ideologi yang jelas 
dan mengakar. Berangkat dari akar sejarah 
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itulah keduanya kembali menjalin kerjasama 
dan bersinergi dalam menuntaskan agenda 
konsolidasi demokrasi dan mewujudkan cita- 
cita proklamasi. 


Buku Membela Kaum Lemah: Sinergi NU- 
Marhaenisme ini mengulas dengan cukup detail 
sejarah bulan madu dan sinergi perjuangan 
kaum marhaenisme dan kaum nahdliyin. Buku 
ini juga merekam dengan cukup baik titik temu 
kedua kekuatan massa dan politik di Indonesia 
itu, baik pada level basis sosial maupun idelogis. 
Namun buku ini bukan cuma catatan sejarah. 
Berangkat dari titik temu dan fakta sejarah di 
atas, juga menawarkan formula sinergi NU dan 
Marhaenisme dalam kancah politik di era 
reformasi ini. 


Sinergi NU dan Marhaenisme itu dapat 
dibangun setidaknya di dua level, yaitu sinergi 
kultural di level akar rumput, dan sinergi politik 
baik di ranah legislatif maupun eksekutif. Pada 
ranah parlemen atau legislatif, format politik 
koalisi NU-Marhaenisme harus dibangun untuk 
memastikan kebijakan yang sesuai dengan nilai- 
nilai bersama. Melalui fungsi legislasi, anggaran, 
dan pengawasan, perjuangan politik parlemen 
dapat dilakukan secara sinergis, saling 
memperkuat, dan produktif. 
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Sedangkan di level eksekutif, pemimpin 
kaum nahdliyin dan kaum marhaen perlu 
berkolaborasi dan bersinergi untuk membentuk 
pemerintahan presidensiil yang kuat. Kerjasama 
ini bukan secara pragmatis dilakukan untuk 
berbagi kekuasaan (power sharing) semata, 
namun lebih dari itu sinergi ini merupakan 
koalisi kerakyatan berbasis ideologi untuk 
kepentingan bangsa secara jangkapanjang. 
Sinergi ini didasari oleh idealisme dan 
komitmen kebangsaan untuk memastikan 
terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan 
dan menuntaskan agenda reformasi. 


Bagi PKB, duet calon presiden Joko Widodo 
dan calon wakil presiden Jusuf Kalla merupakan 
bentuk sinergi dan kerjasama itu. Dalam konteks 
politik Indonesia saat ini, figur Joko Widodo dan 
Jusuf Kalla adalah dua tokoh pemimpin nasional 
yang merepresentasikan dua tradisi dan 
kekuatan ideologis di Indonesia, yaitu tradisi NU 
dan Marhaenisme. Keduanya lahir dan 
dibesarkan dalam lingkungan dan tradisi 
masing-masing. Joko Widodo adalah pemimpin 
yang lahir dari tradisi Marhaen. Sedangkan 
Jusuf Kalla lahir dan dibesarkan dalam tradisi 
NU dan kini menjabat sebagai Mustasyar PBNU. 
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Duet Jokowi-JK merupakan pilihan yang 
sangat tepat sebagai simbol sinergi 
Marhaenisme dan NU. Lebih dari sekadar 
simbol, Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah 
pemimpin yang sukses, berprestasi dan 
berdedikasi yang dapat melanjutnya tradisi 
perjuangan dan gerakan politik kaum nahdliyin 
dan kaum marhaen. Dengan pengusung duet 
Jokowi-JK ini maka cita-cita untuk melanjutkan 
sinergi dan kerjasama antara Marhaenisme dan 
Nahdlatul Ulama dapat dilanjutkan dan 
dikembangkan dalam rangka mewujudkan 
kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang 
hebat lahir batin.[] 


Jakarta, 3 Juni 2014 


H. A. Muhaimin Iskandar 
Ketua Umum DPP PKB 
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[1] 
PENDAHULUAN 


[1] 
PENDAHULUAN 


Indonesia ditakdirkan menjadi bangsa yang 
plural. Pluralitas ini termanifestasi dalam 
keberagaman budaya, etnis, suku, bahasa, 
agama, ideologi, dan lain sebagainya. Sebagai 
sebuah takdir sejarah, keberagaman ini tidak 
dapat ditolak. Justru kita harus menjadikan 
keanekaragaman itu sebagai kekuatan untuk 
mewujudkan bangsa yang besar. Kemampuan 
untuk mengelola keanekaragaman tersebut 
merupakan kunci bagi kejayaan dan 
kebangkitan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, 
para leluhur Nusantara telah merumuskan 
semboyan yang sangat filosofis, yaitu Binneka 
Tunggal Ika. 


Salah satu bentuk keanekaragaman yang 
berkembang dalam kehidupan kebangsaan kita 
adalah keanekaragaman paham dan ideologi 
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politik. Keanekaragaman itu sesungguhnya 
dapat ditelusuri sejak jaman kerajaan 
Nusantara. Sebagaimana diketahui, sejak 
beradab-abad sebelum Indonesia berdiri, 
berbagai kerajaan telah tumbuh dan 
berkembang di Nusantara. Kepulauan yang 
sekarang kita kenal sebagai Indonesia ini terdiri 
dari pulau-pulau yang dikuasai oleh berbagai 
kerajaan dan kekaisaran. Pada mulanya, 
berkembang kerajaan Hindu-Buddha seperti 
Sriwijaya dan Majapahit. Kemudian dengan 
kedatangan dan perkembangan Islam, 
berdirilah kerajaan dan kesultanan Islam. Kala 
itu Islam menjadi ideologi politik yang kuat di 
Indonesia. 


Pada masa kolonial, ideologi politik semakin 
berkembang di tanah Hindia Belanda ini. Di 
samping berangkat dari akar sejarah yang 
panjang, perkembangan ideologi politik kala itu 
juga dipengaruhi oleh persinggungan dengan 
dunia luar dan lahirnya generasi politik baru. 
Pertumbuhan kaum terdidik di tanah air telah 
turut mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran 
baru. Banyaknya kaum muda yang belajar di 
negeri Barat telah mempengaruhi 
berkembangkan pemikiran dan paham politik 
di tanah air. Demikian juga persinggungan para 
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tokoh Islam dengan dunia Arab juga turut 
berkontribusi dalam keragaman ideologi politik. 


Merujuk gagasan dari presiden pertama 
Indonesia, Soekarno, setidaknya terdapat tiga 
ideologi politik yang mendominasi masyarakat 
Indonesia kala itu, yaitu Nasionalis, Islam dan 
Marxis. Berbagai ideologi politik itulah yang 
menjadi basis dan menginspirasi perlawanan 
terhadap imperialisme dan kolonialisme di bumi 
Nusantara. Pada perkembangan selanjutnya 
ideologi-ideologi politik itu mengejawantah 
dalam partai-partai politik sebagai wadah 
perjuangan kemerdekaan Indonesia. 
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IDEOLOGI-IDEOLOGI POLITIK 
DALAM PENTAS SEJARAH 
INDONESIA 


Ideologi berisi tatanan nilai dalam 
masyarakat sebagai pedoman untuk 
menjalankan kehidupan bersama dalam rangka 
meraih harapan-harapan yang dicita-citakan 
bersama. Tatanan nilai yang kemudian 
membentuk ideologi tersebut dapat berasal dari 
adat istiadat dan dapat pula bersumber dari 
suatu ajaran agama, atau merupakan gabungan 
keduanya. Fungsi dari ideologi ini adalah 
sebagai referensi konseptual yang memberikan 
koherensi pada aksi politik. Ideologi memainkan 
peranan dalam melekatkan hubungan pola pikir 
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dan tingkah laku. Political Ideology is an 
aplication of particular moral preceptions to 
collectivities. 


Ideologi politik mencakup (1) perilaku yang 
didasari sebuah nilai atau norma yang kemudian 
mempengaruhi pelaku-pelaku politik dalam 
ekspresi-ekspesi ideologisnya, (2) kegiatan 
dalam aspirasi sangat berpengaruh pada sikap 
dan tindakan pelaku politik untuk 
mempengaruhi para penguasa kebijakan dalam 
negara dan (3) untuk mempengaruhi rakyat 
tentang nilai-nilai agama sebagai orientasi 
utama dalam setiap bidang kehidupan. 


Dalam ilmu sosial, Ideologi politik adalah 
kumpulan ide, gagasan dan visi secara 
komprehensif tentang proses pembentukan, 
pembagian, pengelolaan dan penggunaan 
kekuasaan dalam masyarakat, khususnya 
negara. Di dunia, banyak ideogi politik yang 
berkembang, seperti ideologi komunisme, 
anarkisme, kapitalisme, komunisme, 
komunitarianisme, konservatisme, 
neoliberalisme, demokrasi kristen, fasisme, 
monarkisme, nasionalisme, nazisme, 
liberalisme, libertarianisme, sosialisme, 
demokrat sosial, islamisme dan sebagainya. 
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Pencetus ideologi politik atau para pengikut 
ideologi secara sadar akan melakukan suatu aksi 
atau gerakan baik dalam hal penyebaran ide-ide 
sampai pada gerakan yang bersifat politik yaitu 
meraih kekuasaan dalam rangka mengatur 
kekuasaan sesuai dengan ideologi yang 
dianutnya. Inilah yang kemudian suatu ideologi 
menjadi motor penggerak suatu gerakan atau 
disebut sebagai gerakan politik. Suatu gerakan 
politik merupakan kelompok atau golongan 
yang ingin mengadakan perubahan-perubahan 
pada lembaga-lembaga politik atau ingin 
menciptakan suatu tatanan masyarakat yang 
baru, dengan memakai cara-cara politik. 


Dalam perkembangan sejarah pergerakan 
Bangsa Indonesia, identitas ideologi politik lahir 
dan berkembang seiring dengan lahir dan 
berkembangnya organisasi modern yang 
menjadi penggerak bagi perjuangan melepaskan 
belenggu kolonialisasi Belanda, sehingga 
organisasi politik modern yang terlahir tidak 
bisa dipisahkan dengan ideologi politik yang 
menjadi ciri identitas politiknya. Kelahiran 
Syarekat Islam (1911/1912) memiliki corak 
identitas politik Islam mengusung ideologi 
Islam. Partai Komunis Indonesia/PKI (1920) 


Sinergi NU dan Marhaenisme - 1 7 


secara tegas mengusung ideologi Komunisme. 
Sementara ideologi Nasionalisme lahir dan 
berkembang bersamaan berdirinya Partai 
Nasionalis Indonesia (PNI) tahun 1927. 


Jika berbicara pada tataran hal yang menjadi 
motivasi dan orientasi dari setiap gerakan politik 
yang meskipun memiliki perbedaan ideologi, 
secara “dhohiriyah” lahirnya organisasi politik 
pada abad ke XX memiliki hasrat keinginan yang 
sama yaitu berjuang demi sebuah kemerdekaan, 
terbebas dari penjajahan Belanda. Adanya 
hasrat yang sama ini mendorong beberapa 
komponen pejuang kemerdekaan untuk 
mempersatukan kekuatan ideologi politik yang 
berkembang saat itu. Upaya untuk 
mengunifikasi ideologi Nasionalis, Islam dan 
Marxisme terekam pada tulisan Soekarno dalam 
Suluh Indonesia Muda di tahun 1926 dengan 
merasionalisasikan bahwa Nasionalisme, Islam 
dan Marxisme memiliki kepentingan yang sama 
yaitu melawan kapitalisme dan imperialisme 
Barat. Sebelumnya, Tan Malaka berbicara agar 
Komunisme (sebagai manifestasi pemikiran 
Marx oleh Lenin) tidak memusuhi pan- 
Islamisme, karena adanya kesamaan visi dalam 
melakukan perlawanan terhadap kapitalis. 
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Pada kenyatannya, perbedaan garis ideologi 
yang menjadi prinsip dasar perjuangan itu tidak 
serta merta dengan adanya kesamaan misi 
perjuangan, unifikasi yang digagas Soekarno 
atau hand together yang diinginkan Tan Malaka 
itu terwujud. Inilah kenapa sejarah pada 
akhirnya tidak “linier” dan “sebangun”. Sejarah 
tidak menjadi satu kesatuan aksi dan gerak 
karena memang kenyataan menunjukan bahwa 
garis ideologi politik yang berbeda melahirkan 
aksi-aksi yang bersifat politik pun berbeda, 
bahkan kerap bertentangan dan berhadapan. 
Sehingga jejak sejarah yang terekam di 
kemudian hari menunjukan jejak sejarah yang 
“komplek”, “tidak linier”, dan “tidak berdiri 
sendiri”. 


Namun demikian, bukan berarti setiap 
pergerakan itu berdiri sendiri. Meskipun secara 
konseptual-ideologis berbagai gerakan dan 
partai politik itu tidak mungkin disatukan, 
namun sejarah mencatat bahwa mereka terlibat 
dalam berbagai pergumulan. Memang, bagi 
gerakan yang secara ideologis bertentang selalu 
terjadi konflik. Namun banyak peristiwa yang 
menunjukkan bahwa mereka bekerjasama dan 
berkolaborasi. Hal ini tentu terjadi pada gerakan 
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atau partai politik yang memiliki titik temu dan 
kesamaan orientasi. Buku ini akan 
menunjukkan bahwa adanya sinergi antar 
kekuatan dan ideologi politik yang berkembang 
pada masa-masa berikutnya. 


Bila kita menggeneralisasikan sejarah bangsa 
Indonesia pada setengah abad pertama di abad 
XX, tanpa mempertimbangkan pada gerak 
ideologi politik yang menjadi motor pengerak 
perjuangan maka yang hadir sekarang adalah 
sejarah pergerakan rakyat indonesia. Tetapi 
apabila kita memilah pergerakan rakyat 
Indonesia itu pada tiga ideologi yang menjadi 
kekuatan politik bangsa Indonesia maka secara 
obyektif akan lahir tiga mazhab sejarah yaitu (1) 
Sejarah Pergerakan Islam Indonesia, (2) Sejarah 
Pergerakan Komunis Indonesia, dan (3) Sejarah 
Pergerakan Nasional Indonesia. 


Tiga varian gerakan tersebut memang 
terkesan mensimplifikasi. Pada perkembangan 
selanjutnya, varian ideologi gerakannya jauh 
lebih komplek. Dalam spektrum gerakan Islam 
misalnya, terdapat gerakan Islam tradisional, 
Islam modernis, dan bahkan Islam 
fundamentalis. Dalam spektrum gerakan 
nasionalis, terdapat juga banyak sekali 
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fragmentasi seperti nasionalisme-kerakyatan 
nasionalisme radikal, sosio-nasionalisme, 
nasionalisme sekuler dan lain sebagainya. 
Demikian juga dalam spektrum gerakan 
komunisme dan sosialisme. Meski relatif 
monolitik, namun juga ada gerakan sosialisme 
moderat, marxsisme, dan hingga leninisme. 
Yang menarik, gerakan komunisme ini juga ada 
yang “bertemu” dengan salah satu faksi gerakan 
Islam yang berhaluan sosialis. Di luar Islam juga 
muncul gerakan dan partai politik yang berbasis 
agama lain, seperti Katholik, Protestan, dan lain 
sebagainya. 


Ideologi politik memang bukan sesuatu yang 
mandek dan berhenti. Sejalan dengan gerak 
sejarah, ideologi politik pun berkembang secara 
sangat dinamis. Pengalaman sejarah dan 
pergumulan politik tampaknya telah turut 
melahirkan ideologi-ideologi baru. Sebagai 
contoh adalah Soekarno. Sebagai seorang tokoh 
nasionalis dan Proklamator Kemerdekaan, ia 
memproklamirkan Marhaenisme sebagai 
ideologi gerakan. Ideologi politik ini selanjutnya 
menjadi asas Partai Nasional Indonesia (PNI). 


Berbagai ideologi politik memang menjadi 
basis gerakan dan ideologi partai-partai politik. 
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Dengan demikian, pertarungan ideologi itu 
tampak dalam pertarungan partai-partai politik 
dalam perebutan kekuasaan. Dinamika politik 
yang terjadi di tanah air sejak sebelum 
kemerdekaan hingga kini seungguhnya 
mencerminkan kontestasi ideologis tersebut. 
Dalam bagian berikut akan kita telusuri 
dinamika dan pertarungan partai politik di 
Indonesia. 
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DINAMIKA DAN 
PERTARUNGAN PARTAI 
POLITIK DI INDONESIA 


Dinamika partai politik di Indonesia dapat 
ditelusuri sejak masa kolonial. Pada masa 
penjajahan Belanda, partai-partai politik tidak 
dapat hidup tentram. Tiap partai yang bersuara 
menentang dan bergerak tegas, akan segera 
dilarang, pemimpinnya ditangkap dan 
dipenjarakan atau diasingkan. Pengasingan 
beberapa aktivis pejuang kemerdekan 
membuktikan hal ini. 


Partai politik yang pertama lahir di Indonesia 
adalah Indische Partij yang didirikan pada 
tanggal 25 Desember 1912, di Bandung. Partai 
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ini dipimpin oleh Tiga Serangkai, yaitu Dr. 
Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki 
Hadjar Dewantara. Tujuan partai itu adalah 
Indonesia lepas dari Belanda. Partai itu hanya 
berusia 8 bulan karena ketiga pemimpin 
masing-masing dibuang ke Kupang, Banda, dan 
Bangka, kemudian diasingkan ke Belanda. 


Setelah Perang Pasifik berjalan tiga bulan, 
pada bulan Maret 1942, tentara Jepang dipimpin 
oleh Jendral Imamura mendarat di Pulau Jawa. 
Dengan semboyan “kemakmuran bersama” dan 
“Asia untuk bangsa Asia”, banyak di antara 
pemimpin-pemimpin Indonesia yang terpikat 
hatinya oleh Jepang, sebab percaya pada 
propagandanya yang mengadakan Perang Suci. 
Padahal kedatangan bangsa Jepang yang 
sesungguhnya adalah menggantikan kedudukan 
penjajahan Belanda. 


Saat itu, partai politik dilarang, kecuali 
Masyumi boleh berkembang. Untuk 
memuaskan bangsa Indonesia, Jepang 
mengatur strategi yaitu kota-kota di Indonesia 
yang sejak zaman Belanda diganti dengan nama 
Belanda, lalu diganti lagi dengan nama 
Indonesia asli. Ketika Jepang berkuasa di 
Nusantara, mereka bertindak sewenang- 
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wenang, berbuat sangat kejam dan hidup 
kemewahan, sedangkan ribuan rakyat Indonesia 
yang mati kelaparan dan dipaksa menjadi budak 
romusha banyak yang menderita. 


Beberapa golongan bangsa Indonesia yang 
tidak tahan lagi melihat kekejaman Jepang lalu 
memberontak, seperti pemberontakan PETA di 
Blitar, Tasikmalaya, Cirebon, dan Kalimantan 
Barat. Setelah peristiwa tersebut terjadi, rakyat 
Indonesia terutama, pemudanya yang sudah 
mendapat latihan militer menyadari bahwa 
nasib bangsa Indonesia yang dijajah oleh siapa 
pun sama berat rasanya. Maka bulatlah tekad 
mereka untuk merebut kemerdekaan, sekalipun 
akan menimbulkan korban lautan darah. 


Perkembangan partai politik berlanjut pada 
masa awal kemerdekaan. Dalam perjuangan 
mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, 
rakyat tidak hanya menyusun pemerintahan dan 
militer yang resmi, tetapi juga menyusun laskar 
atau badan perjuangan bersenjata dan 
organisasi politik. Pada zaman kemerdekaan ini, 
partai politik tumbuh di Indonesia ibarat 
tumbuhnya jamur di musim hujan, dengan 
berbagai haluan ideologi politik yang berbeda 
satu sama lain. Hal ini dipicu oleh adanya 
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maklumat Pemerintah RI pada 3 November 
1945 yang berisi anjuran mendirikan partai 
politik dalam rangka memperkuat perjuangan 
kemerdekaan. Maklumat ini ditandatangani 
oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Atas 
usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia 
Pusat, yang meminta diberikannya kesempatan 
pada rakyat yang seluas-luasnya untuk 
mendirikan Partai Politik. 


Partai Politik hasil dari Maklumat itu 
berjumlah 29 partai poitik yang dikelompokkan 
dalam 4 kelompok partai berdasarkan 
ketuhanan, kebangsaan, Marxisme. Dan 
kelompok partai lain-lain yang termasuk adalah 
Partai Demokrat Tionghoa Indonesia dan Partai 
Indo Nasional. Sedangkan partai-partai yang 
besar dan dominan di antaranya adalah Partai 
Sosialis, Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai 
Buruh Indonesia, Partai Rakyat Jelata atau 
Murba, Masyumi, dan Serindo-PNI. 


Partai-partai peserta pemilu yang tidak 
berhasil meraih kursi disebut sebagai “Partai 
Gurem”, partai yang tidak jelas power base-nya. 
Parta-partai Gurem itu semakin lama semakin 
tidak terdengar lagi suaranya. Sementara itu ada 
partai yang berhasil meraih kursi dengan 
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melakukan penggabungan-penggabungan 
dalam pembentukan fraksi. 


Sampai dengan tahap ini perkembangan 
kepartaian mengalami proses seleksi alamiah 
berdasarkan akseptabilitas masyarakat. Jumlah 
partai yang semula puluhan banyaknya, 
terseleksi hingga menjadi belasan saja. Jumlah 
yang mengecil itu bertahan sampai dengan 
berubahnya iklim politik dari alam demokrasi 
liberal ke alam demokrasi terpimpin. Proses 
penyederhanaan partai berlangsung terus- 
menerus. 


Pada masa UUDS 1950-1959, Indonesia 
menganut demokrasi liberal, karena kabinetnya 
bersifat parlementer. Dalam demokrasi 
parlementer, demokrasi liberal atau demokrasi 
Eropa Barat, kebebasan individu terjamin. 
Begitu juga lembaga tinggi. Dalam sistem politik 
menurut UUDS 1950, peranan partai-partai 
besar sekali. Antara partai politik dan DPR 
saling ketergantungan, karena anggota DPR 
umumnya adalah orang-orang partai. Dalam 
tahun-tahun pertama sesudah pengakuan 
kedaulatan, orang-orang berpendapat bahwa 
partai merupakan tangga ketenaran atau 
kenaikan kedudukan seseorang. 
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Pemimpin-pemimpin partai akan besar 
pengaruhnya terhadap pemerintahan baik di 
pusat maupun di daerah-daerah dan menduduki 
jabatan tinggi dalam pemerintahan, meskipun 
pendidikannya rendah. Partai politik pada 
zaman liberal diwarnai suasana penuh 
ketegangan politik, saling curiga mencurigai 
antara partai politik yang satu dengan partai 
politik lainnya. Hal ini mengakibatkan 
hubungan antar-politisi tidak harmonis karena 
hanya mementingkan kepentingan sendiri. 


Pada tanggal 5 Juli 1960, Presiden Sukarno 
mengeluarkan Peraturan Presiden No.13 tahun 
1960 tentang pengakuan, pengawasan, dan 
pembubaran partai-partai. Pada tanggal 14 April 
1961 Presiden Sukarno mengeluarkan 
Keputusan Presiden no. 128 tahun 1961 tentang 
partai yang lulus seleksi, yaitu PNI, NU, PKI, 
partai Katolik, Pertindo, Partai Murba, PSII, 
Arudji, dan IPKI. Dan 2 partai yang menyusul 
yaitu Parkindo dan partai Islam Perti. 


Jadi, pada waktu itu partai politik yang boleh 
bergerak hanya 10 partai saja, karena partai 
politik yang lain dianggap tidak memenuhi 
definisi tentang partai atau dibubarkan karena 
tergolong partai gurem. Tetapi jumlah partai 
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yang tinggal 10 buah itu berkurang satu pada 
tahun 1964. Presiden Sukarno atas desakan PKI 
dan antek-anteknya, membubarkan Partai 
Murba dengan alasan Partai Murba merongrong 
jalannya revolusi dengan cara membantu 
kegiatan terlarang seperti BPS (Badan 
Pendukung Sukarnoisme) dan Menikebu 
(Manifesto Kebudayaan). 


Pada masa Orde Baru, dunia partai politik 
mengalami perubahan signifikan. 
Perkembangan partai politik setelah meletusnya 
peristiwa G 30 S, adalah dengan dibubarkan PKI 
dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di 
Indonesia. Menyusul setelah itu Pertindo juga 
menyatakan bubar. Dengan demikian partai 
politik yang tersisa hanya 7 partai. Tetapi jumlah 
itu bertambah dua dengan direhabilitasi Murba 
dan terbentuknya Partai Muslimin Indonesia. 
Golongan Karya yang berdiri pada tahun 1964, 
semakin jelas sosoknya sebagai kekuatan sosial 
politik baru. 


Orde Baru dengan belajar dari pengalaman 
Orde Lama lebih berusaha menekankan 
pelaksanaan Pancasila secara murni dan 
konsekuen. Orde Baru berusaha menciptakan 
politik dengan format baru. Artinya 
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menggunakan sistem politik yang lebih 
sederhana dengan memberi peranan ABRI lewat 
fungsi sosialnya. Kristalisasi Partai politik yang 
terdengar dalam MPR sesudah pemilu 1971 
menghendaki jumlah partai diperkecil dan 
dirombak sehingga partai tidak berorientasi 
pada ideologi politik, tetapi pada politik 
pembangunan. Presiden Suharto juga bersikeras 
melaksanakan perombakan tersebut. 


Pada masa itu terjadilah fusi atau 
penggabungan partai politik. Partai-partai Islam 
bergabung menjadi Partai Persatuan 
Pembangunan. Sedangkan partai-partai 
berhaluan nasionalis dan non-Islam bergabung 
menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). 
Dengan demikian semenjak itu di Indonesia 
hanya terdapat tiga buah organisasi sosial 
politik, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. 


Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
didirikan pada 5 Januari 1973 yang merupakan 
fusi dari NU, Pamusi, PSII, dan Perti. Pada 
awalnya bernama golongan spiritual, lalu 
menjadi kelompok persatuan, serta Fraksi 
Persatuan Pembangunan. Ketika itu partai- 
partai Islam berusaha menggunakan nama 
dengan label Islam untuk partai dari fusi, tetapi 
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ada imbauan dari pemerintah agar tidak 
menggunakannya. Sehingga yang muncul 
adalah “Partai Persatuan Pembangunan”. 


Fenomena politik pada masa ini ditandai 
dengan lahirnya kekuatan politik baru yang 
menjadi penyangga rezim Orde Baru, yaitu 
Golongan Karya (Golkar). Pengorganisasian 
Golkar secara teratur dimulai sejak tahun 1960 
dengan dipelopori ABRI khususnya ABRI-AD. 
Secara eksplisit organisasi ini lahir pada 20 
Oktober 1964 dengan nama Sekretariat Bersama 
Golongan Karya (Sekber Golkar), dengan tujuan 
semula untuk mengimbangi dominasi ekspansi 
kekuasaan politik PKI pada tahun1960-an, yang 
kemudian terus berkembang hingga saat ini. 
Dalam politik orde baru Golkar merupakan 
kekuatan sosial politik yang terbesar dengan 4 
kali menang dalam pemilihan umum (1971, 
1977, 1982, 1992). 

Partai berikutnya adalah Partai Demokrasi 
Indonesia (PDI). PDI dibentuk pada 10 Januari 
1973. Pembentukan PDI sebagai hasil fusi dari 
lima partai politik yang berpaham Nasionalisme, 
Marhaenisme, Sosialisme, Kristen Protestan dan 
Kristen Katolik. Kelima partai politik yang 
berfusi menjadi PDI adalah PNI, TPKI, 
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Parkindo, Partai Murba, dan Partai Katolik. 
Dalam perkembangannya, partai ini menjadi 
kekuatan penting yang menentang rezim Orde 
Baru. Konflik di tubuh PDI terjadi dengan sangat 
keras, dan akhirnya dimenangkan oleh kubu 
Megawati Soekarno Putri yang selanjutnya 
berubah menjadi Partai Demokrasi Perjuangan 
(PDIP) di masa reformmasi. 


Pada masa Reformasi, perubahan yang 
menonjol adalah kembalinya sistem multipartai. 
Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik dan 
dimenangkan oleh PDIP. Pemiilu 2004 diikuti 
oleh 24 partai politik dan dimenangkan oleh 
Partai Golkar. Pemilu 2009 diikuti oleh 38 
partai politik dan 6 partai lokal Aceh. Pemilu ini 
dimenangkan oleh Partai Demokrat. Sedangkan 
Pemilu 2014 diikuti oleh 12 partai politik 
nasional dan 3 partai lokal Aceh. Pemilu 
keempat di era reformasi ini kembali 
dimenangkan oleh PDIP. 


Empat kali pemilu di era reformasi ini 
ditandai dengan fenomena baru, yaitu 
fragmentasi partai-partai politik yang berakhir 
pada berdirinya partai-partai baru. Selain itu 
terjadi juga fenomena unik, yaitu banyaknya 
partai politik baru yang muncul dan tenggelam. 
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Kran kebebasan politik yang dibuka lebar telah 
merangsang berdirinya partai baru. Hal ini tentu 
wajar sebagai sebuah fenomena demokrasi, 
namun sayang, menjamurnya banyak partai 
politik diikuti dengan semakin kaburnya 
ideologi politik partai. Banyak partai berdiri 
namun tidak memiliki basis ideologi yang jelas 
sehingga susah untuk dibedakan dengan partai 
lain. Padahal sebagaimana kita tahu, partai 
politik sesungguhnya adalah perjuangan 
ideologis. 


Dari beberapa partai politik yang 
berkontestasi di era reformasi, hanya ada 
beberapa partai yang memiliki akar ideologi 
yang jelas dan mengakar. Di antaranya adalah 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PDIP 
berakar pada PNI dengan ideologi 
Marhaenisme. Sedangkan PKB berakar pada 
Nahdlatul Ulama (NU) dengan ideologi Islam 
Ahlussunnah wal Jamaah. || 
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[2] 
PERGUMULAN 
POLITIK PNI 
DAN NU 


[2] 
PERGUMULAN POLITIK 
PNI DAN NU 


Sebagaimana tampak dalam Bab I, dalam 
kancah politik Indonesia, Marhaenisme dan NU 
merupakan dua kekuatan politik yang sangat 
penting. Dalam konteks ini Marhaenisme 
diwakili oleh Partai Nasional Indonesia (PNI). 
Dalam bab ini akan diulas tentang pergumulan 
PNI dan NU sebagai representasi kaum marhaen 
dan warga nahdliyin. 
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SEJARAH PARTAI NASIONAL 
INDONESIA (PNI) 


Algemene Studie Club di Bandung yang 
didirikan oleh Ir. Soekarno pada tahun 1925 
telah mendorong para pemimpin lainnya untuk 
mendirikan partai politik yakni Partai Nasional 
Indonesia ( PNI). PNI didirikan di Bandung 
pada tanggal 4 Juli 1927 oleh 8 pemimpin, yakni 
dr. Cipto Mangunkusumo, Ir. Anwari, Mr. 
Sartono, Mr. Iskak, Mr. Sunaryo, Mr. Budiarto, 
Dr. Samsi, dan Ir. Soekarno sebagai ketuanya. 
Kebanyakan dari mereka adalah bekas anggota 
Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda yang 
baru kembali ketanah air. 


Keradikalan PNI telah tampak sejak awal 
berdirinya. Hal ini terlihat dari anggaran 
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dasarnya, bahwa tujuan PNI adalah Indonesia 
merdeka, dengan strategi perjuangannya 
nonkooperasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
maka PNI berasaskan pada: (a) self help, yakni 
prinsip menolong diri sendiri, prinsip “percaya 
pada diri sendiri”, artinya memperbaiki keadaan 
politik, ekonomi, dan sosial budaya yang telah 
rusak oleh penjajah, dengan kekuatan sendiri, 
(b) non-kooperatif, yakni tidak mengadakan 
kerja sama dengan pemerintah Belanda, dan (c) 
marhaenisme, yakni mengentaskan massa dari 
kemiskinan dan kesengsaraan. 


Untuk mencapai tujuan tersebut, PNI telah 
menetapkan program kerja sebagaimana 
dijelaskan dalam kongresnya yang pertama di 
Surabaya tahun 1928, yakni sebagai berikut: 1) 
Usaha Politik, yakni memperkuat rasa 
kebangsaan (nasionalisme) dan kesadaran atas 
persatuan bangsa Indonesia, memajukan 
pengetahuan sejarah kebangsaan, mempererat 
kerja sama dengan bangsa-bangsa Asia, dan 
menumpas segala rintangan bagi kemerdekaan 
diri dan kehidupan politik: 2) Usaha Ekonomi, 
yakni memajukan perdagangan pribumi, 
kerajinan, mendirikan bank-bank dan operasi, 
dan 3) Usaha Sosial, yaitu memajukan 
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pengajaran yang bersifat nasional, 
meningkatkan derajat kaum wanita, memerangi 
pengangguran, memajukan transmigrasi, 
memajukan kesehatan rakyat antara lain dengan 
mendirikan poliklinik. 


Untuk menyebarluaskan gagasannya, PNI 
melakukan propaganda-propaganda baik lewat 
surat kabar seperti Banteng Priangan di 
Bandung dan Persatuan Indonesia di Jakarta, 
maupun lewat para pemimpin khususnya Ir. 
Soekarno sendiri. Dalam waktu singkat, PNI 
telah berkembang dengan pesatnya sehingga 
menimbulkan kekhawatiran di pihak 
pemerintah Belanda. Pemerintah kemudian 
memberikan peringatan kepada pemimpin PNI 
agar menahan diri dalam ucapannya, 
propagandanya, dan tindakannya. 


Dengan munculnya isu bahwa PNI pada awal 
tahun 1930 akan mengadakan pemberontakan 
maka pada tanggal 29 Desember 1929, 
Pemerintah Hindia Belanda mengadakan 
penggeledahan secara besar-besaran dan 
menangkap empat pemimpin PNI, yaitu Ir. 
Soekarno, Maskun, Gatot Mangunprojo, dan 
Supriadinata. Mereka kemudian diajukan ke 
pengadilan di Bandung. Pengadikan itu 
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dilakukan dengan tuuduhan pelanggaran pasal 
“karet” 153 bis dan pasal 169 KUHP, mereka 
dianggap mengganggu ketertiban umum dan 
menentang kekuasaan Belanda, akhirnya 
mereka dijatuhi hukuman penjara dan 
dipenjarakan di Penjara Sukamiskin Bandung. 


Dalam pengadilan Ir. Soekarno mengadakan 
pembelaan yang termuat dalam judul 
“Indonesia Menggugat”. Pledoi inilah yang 
menjadi awal mula munculnya ideologi 
Marhaenisme. Marhaenisme adalah sebuah 
pemikiran yang membela kaum bawah yang 
menyuarakan anti kemiskinan, marhaenisme 
sangat melekat di tubuh PNI sehingga para 
pendukung PNI biasa di sebut dengan kaum 
marhaen. 


Sementara itu pimpinan PNI dipegang oleh 
Mr. Sartono, dan dengan pertimbangan demi 
keselamatan: maka pada tahun 1931 oleh 
pengurus besarnya PNI dibubarkan. Hal ini 
menimbulkan pro dan kontra. Mereka yang pro 
pembubaran, mendirikan partai baru dengan 
nama Partai Indonesia (Partindo) di bawah 
pimpinan Mr. Sartono. Kelompok yang kontra, 
ingin tetap melestarikan nama PNI, namun 
bukan lagi Partai Nasional Indonesia melainkan 
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Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) di 
bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta dan Sutan 
Syahrir. 


Setahun kemudian setelah bubarnya PNI, ia 
dikeluarkan dari penjara. Jeruji besi yang 
pernah membatasi ruang geraknya tak pernah 
membuat nyalinya menciut. Tekad kuatnya 
demi masa depan bangsa Indonesia yang lebih 
baik membuatnya bergabung dengan Partindo 
dan memimpinnya. Akibatnya, tahun 1933, ia 
ditangkap lagi oleh pemerintah Hindia Belanda 
dan dibuang ke Ende, Flores. Empat tahun 
kemudian, ia dipindahkan ke Bengkulu. 


Perjuangan panjang yang menguras waktu, 
tenaga dan pikiran yang dilakukan Bung Karno 
tidak sia-sia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, 
akhirnya ia mampu mewujudkan cita-cita 
seluruh rakyat Indonesia dengan 
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 
Bukan hanya itu saja, ia mempersembahkan 
dasar negara yang agung yakni Pancasila pada 
sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. 
Selanjutnya, dalam sidang PPKI, 18 Agustus 
1945, dirinya terpilih secara aklamasi sebagai 
Presiden Republik Indonesia yang pertama. 
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Setelah Kemerdekaan Indonesia itu, PNI 
semakin berjaya. Untuk memilih anggota 
parlemen dan konstituante, digelar Pemilu yang 
pertama pada tahun 1955. Dengan berbagai 
macam problem yang merintangi, pemilu 
berhasil diselenggarakan. Pada Pemilu 1955 itu 
PNI keluar sebagai peraih suara terbanyak 
hingga 22, 32 X dengan 8.434.653 suara untuk 
Parlemen dan 9.070.218 untuk Konstituante. 
Kemenangan PNI disusul oleh Masyumi, 
Nahdlatul Ulama dan PKI. 


Setelah pemilu pertama tahun 1955, 
Indonesia baru melakukan pemilu kembali pada 
tanggal 5 Juli 1971, pertama di jaman Orde Baru. 
Pada pemilu kali ini PNI sudah tidak lagi 
dominan. PNI hanya menempati urutan ketiga 
dengan perolehan suara 3.793.266 (6,93%) 
kalah dengan Golongan Karya yang memperoleh 
suara sebanyak 34.348.673 (62,82%), dan Partai 
NU dengan perolehan 10.213.650 suara 
(18,68%). Pada Pemilu 1977, di tengah represi 
rezim Soeharto, PNI dipaksa untuk bergabung 
dengan partai Nasionalis lainnya dengan wadah 
Partai Demokrasi Indonesia. 
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SEJARAH POLITIK 
NAHDLATUL ULAMA (NU) 


Sejarah perjalanan Nahdlatul Ulama (NU) 
bisa ditelusuri dari berdirinya cikal bakal NU 
yaitu Nahdlatul Wathan, Tasywirul Afkar, 
Nahdlatut Tujjar, dan Komite Hijaz. Nahdlatul 
Wathan (Kebangkitan Tanah Air) merupakan 
organisasi pendidikan dan dakwah yang 
didirikan oleh Kyai Abdul Wahab Chasbullah 
dan Kyai Mas Mansur yang dibantu beberapa 
orang lainnya. Sejak berdirinya pada tahun 1914, 
Nahdlatul Wathan baru mendapat pengakuan 
badan hukum pada tahun 1916. 


Pada tahun 1918 berdiri Tasywirul Afkar 
(Representasi Gagasan-gagasan)—nama resmi 
organisasinya Suryo Sumirat Afdeling 
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Tasywirul Afkar—di Surabaya. Taswirul Afkar 
didirikan oleh Kyai Ahmad Dahlan, pemimpin 
pesantren Kebondalem Surabaya bersama Kyai 
Mas Mansur, Kyai Abdul Wahab Chasbullah dan 
Mangun. Tujuan utamanya menyediakan 
tempat bagi anak-anak untuk mengaji dan 
belajar, kemudian menjadi “sayap” untuk 
membela kepentingan Islam tradisionalis. 


Pada tahun 1918 juga atas restu KH. Hasyim 
Asy'ari didirikanlah usaha perdagangan dalam 
bentuk koperasi (syirkah al-'inan) dengan nama 
Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan Usahawan). 
Munculnya berbagai gerakan ini tidak lepas dari 
konteks sosial-politik yang kala itu terjadi, yaitu 
tumbuhnya organisasi sosial kebangsaan dan 
keagamaan yang bertujuan untuk memajukan 
kehidupan umat, seperti Budi Utomo (20 Mei 
1908), Syarekat Islam (11 November 1912), dan 
kemudian disusul Muhammadiyah (18 
Nopember 1912). 


Pada saat yang sama, tantangan pembaruan 
yang dibawah oleh Muhammad Abduh di Mesir 
mempengaruhi ulama Indonesia dalam bentuk 
Muhammadiyah, yakni organisasi Islam 
terbesar kedua pada abad ke-20 di Indonesia. 
Penghapusan kekhalifahan di Turki dan 
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kejatuhan Hijaz ke tangan Ibn Sa'ud yang 
menganut Wahabiyah pada tahun 1924 memicu 
konflik terbuka dalam masyarakat Muslim 
Indonesia. Sang Raja Saudi itu melakukan 
gerakan pemberangusan madzhab dan Masjidil 
Haram dan pemusnahan situs-situs sejarah, 
termasuk berencana membongkar makam 
Rasullullah SAW. 


Untuk merespons peristiwa itu, para ulama 
mendirikan Komite Hijaz, yang dipimpin oleh 
Hasan Dipo (Ketua), Saleh Sjamil (Wakil), 
Moehammad Shadig Setijo (sekretaris), Abdul 
Halim (wakil sekretaris), KH Abdul Wahab 
Chasbullah, KH. Masjhoeri, dan KH. Khalil 
((penasehat). Komite itu bertugas melobi Raja 
Ibnu Saud untuk membatalkan rencananya dan 
mempertahankan makam Rasulullah. Akhirnya 
pada 31 Januari 1926 rapat Komite Hijaz yang 
memutuskan pengiriman delegasi ke Mekah, 
dengan nama jam'iyyah Nahdlatoel-‘Oelama 
(NO). 


Momentum itulah yang menandaai lahirnya 
Nahdatul Ulama secara organisasi. KH Hasyim 
As'ari (1871-1947), sorang kiai pengasuh 
pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, 
yang merupakan ulama Jawa paling disegani 
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ditunjuk menjadi ro'is akbar. Organisasi ini 
baru mendapatkan pengakuan resmi dari 
Pemerintah Belanda pada 6 Februari 1930, 
setelah sebelumnya NU menetapkan NU 
menetapkan anggaran dasarnya pada Muktamar 
tahun 1928. 


10 tahun pasca didirikannya NU, tepatnya 
pada Muktamar NU ke-11 pada tahun 1936 di 
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, NU semakin 
memantapkan pendapatnya atas kondisi bangsa 
Indonesia. NU menetapkan bahwa Indonesia 
yang saat itu masih dikuasai Pemerintah Hindia 
Belanda adalah daru Islamin (negeri Islam). 
Pertimbangan NU bahwa masyarakat Islam di 
kawasan Nusantara dapat menjalankan 
agamanya dan melaksanakan hukum Islam 
tanpa terusik meskipun secara formal kekuasaan 
politik berada di tangan Hindia Belanda. Selain 
itu, dalam sejarahnya Indonesia pernah dikuasai 
sepenuhnya oleh Kerajaan Islam dan bagian 
terbesar penduduknya beragama Islam. 


Setahun pasca Muktamar Banjarmasin, NU 
bersatu dalam konfederasi MIAI (Majlis Islam 
A'laa Indonesia). Bagi NU, keterlibatannya ini 
merupakan langkah pertama menuju dunia 
politik dalam arti terbawa untuk menentukan 
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posisi secara tegas terhadap penjajahan Belanda 
menjelang Perang Dunia II. Tak butuh waktu 
lama, dua tahun sejak bergabung dengan MIAI, 
tepatnya pada tahun 1939 aktivis muda NU saat 
itu, Mahfudz Shiddig dan Wahid Hasyim yang 
merupakan wakil NU terlibat dalam GAPI 
(Gabungan Politik Indonesia) di MIAI. Selain 
itu, banyak juga aktivis NU terlibat dalam 
perjuangan nasional melawan penjajahan. 


Tahun 1940 pada Muktamar ke-15 NU 
(Muktamar terakhir masa pemerintahan 
kolonial Belanda), suatu rapat tertutup yang 
dihadiri oleh 11 ulama di bawah pimpinan KH. 
Mahfudz Shiddig membicarakan calon Presiden 
pertama Indonesia mendatang. Para ulama 
memilih Soekarno dengan 10 suara dan 1 suara 
untuk Mohamad Hatta. Andree Feillard 
memberi perhatian khusus terhadap keputusan 
ini karena diambil pada saat berlangsungnya 
perdebatan seru mengenai Indonesia yang akan 
dijadikan negara Islam atau bukan. Soekarno 
tampak lebih sekular dan cenderung ke negara 
demokrasi ketimbang Hatta yang memiliki citra 
lebih “santri”. 


Namun, pada 1942 ketika Jepang datang 
untuk menjajah Indonesia sebuah doktrin yang 
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tidak sesuai dengan ajaran Islam pun dipaksa 
untuk dilakukan oleh masyarakat muslim di 
Indonesia. KH. Hasyim Asy'ari yang merupakan 
pendiri NU menolak dengan keras terhadap 
penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan 
membungkukkan badan, atau yang disebut 
dengan Seikere. Alhasil, KH. Hasyim Asy'ari 
untuk beberapa bulan harus tinggal di penjara. 
MIAI pun akhirnya pada tahun 1943 dibubarkan 
dan diganti dengan Masyumi (Madjlis Sjuro 
Muslimin Indonesia) yang dipimpin oleh 
Muhammadiyah dan NU dan menyatakan siap 
membantu kepentingan Jepang. 


Setelah bergabung dalam Masyumi, pada 
Agustus 1944 KH. Hasyim Asyari kemudian 
diangkat sebagai Ketua Shumubu, Kantor 
Urusan Agama Islam buatan Jepang, dan NU 
pun mulai masuk ke dalam urusan pemerintah 
untuk pertama kalinya. Kemudian, diikuti 
pembukaan Kantor Urusan Agama di setiap 
Karisidenan yang menjangkau kehidupan desa. 
Namun, semasa pendudukan Jepang 1942-1945 
aktivitas NU lebih terpusat pada perjuangan 
membela Tanah Air, baik fisik maupun politik. 
Ini berarti NU sudah tidak lagi mengkhususkan 
diri pada urusan sosial kemasyarakatan 
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keagamaan saja, melainkan juga melibatkan diri 
pada urusan politik perjuangan kemerdekaan. 
Dalam periode ini terlibat kyai generasi pertama 
NU, yakni KH. Hasyim Asy'ari, KH. Abdul 
Wahab Hasbullah, KH. A. Wahid Hasyim, KH. 
M. Dahlan, KH. Masykur, KH. Saifuddin Zuhri, 
KH. Zaenul Arifin, dll. 


Bahkan pada Mei-Agustus 1945 KH. Wahid 
Hasyim, wakil dari NU, terlibat aktif dalam 
perumusan dasar negara Indonesia yang akan 
diproklamasikan, mulai dari penyusunan 
Piagam Jakarta hingga menjadi Pancasila 
seperti sekarang ini. kemudian menjelang 
sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia), KH. Wahid Hasyim yang mewakili 
NU ikut menyepakati untuk menghapuskan 
tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan 
syari at Islam bagi pemeluknya” dalam Piagam 
Jakarta, sehingga hanya menjadi “Ketuhan Yang 
Maha Esa.” Tepatnya pada 18 Agustus 1945. 


Pasca kemerdekaan Indonesia, bukan berarti 
Indonesia sepenuhnya telah terbebas dari 
penjajah. Terbukti dengan masih banyaknya 
penjajah yang berdiam di Indonesia dan belum 
merelakan kemerdekaan yang sudah diraih 
rakyat. Melihat realitas yang terjadi saat itu, 
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padatanggal 22 Oktober 1945 NU mengeluarkan 
fatwa “Resolusi Jihad”, yakni fatwa jihad 
melawan tentara sekutu Inggris-Belanda dan 
NICA sebagai djihad fi sabilillah yang 
hukumnya fardlu “ain bagi orang yang berada 
dalam jarak radius 94 Km demi tegaknya Negara 
Republik Indonesia Merdeka dan Agama Islam. 


Setelah kondisi bangsa sudah mulai stabil, 
umat Islam Indonesia kemudian melaksanakan 
muktamar pada 7-8 November 1945 yang 
diadakan di Yogyakarta. Muktamar tersebut 
melahirkan Masyumi yang pada periode 
pertama, Majelis Syura Masyumi dipimpin oleh 
KH. Hasyim Asy'ari. Perjalanan selanjutnya, 
Indonesia kemudian membentuk Departemen 
Agama dan KH. Wahid Hasyim yang merupakan 
wakil dari NU dipercaya menjadi Menteri 
Agama. Keputusan itu berlangsung sejak tanggal 
3 Januari 1946. 


Masih di tahun 1946, Muktamar ke-16 NU 
di Purwokerto digelar. Tepatnya pada tanggal 
26-29 Maret 1946. Dalam Muktamar tersebut 
menetapkan naskah Resolusi Jihad yang 
memutuskan wajib bagi warga NU untuk 
membela Negara Indonesia yang 
diproklamasikan 17 Agustus 1945; menegaskan 
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NU masuk sebagai Masyumi dan menyerukan 
kepada seluruh warga NU di semua tingkatan 
untuk tetap aktif mendukung tegaknya Partai 
Islam Masyumi. Sayangnya, semakin lama NU 
merasa semakin mengalami ketimpangan dalam 
internal Masyumi. Melihat hal itu, tepat pada 
Muktamar ke-17 NU yang dihelat di Madiun 
pada 25 Mei 1947 menyetujui prakarsa KH. A. 
Wahid Hasyim untuk mendirikan “Biro Politik 
NU” yang bertugas mengadakan perundingan- 
perundingan dengan kelompok intelektual yang 
didominasi Masyumi dan guna menyelesaikan 
berbagai ketimpangan yang dirasakan sangat 
merugikan NU. 


Tak hanya secara politis NU mengalami 
kerugian, pada 25 Juli 1947 atau tepat 2 bulan 
setelah Muktamar ke-17, pendiri NU sekaligus 
guru besar NU yang saat itu masih menjabat 
sebagai Rais Akbar, KH. Hasyim Asy'ari 
berpulang ke rahmatillah. Oleh karena kondisi 
politik yang dirasa terus merugikan NU, maka 
pada Muktamar NU ke-18 yang berlangsung 30 
April-3 Mei 1950 di Jakarta memutuskan NU 
keluar dari Partai Masyumi, tapi 
pelaksanaannya ditangguhkan. Muktamar juga 
menetapkan KH. Abdul Wahab Hasbullah 
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sebagai Rais Aam (bukan lagi Rais Akbar) 
PBNU, sekaligus menyetujui berdirinya Fatayat 
NU, organisasi pemudi/remaja puteri NU. NU 
pun menyatakan secara resmi keluar dari 
Masyumi pada tahun 1952 dan pada tahun yang 
sama NU mendeklarasikan diri menjadi 
organisasi partai politik. 


Pilihan NU untuk keluar dari Masyumi pun 
berhasil mengantarkan NU masuk ke dalam 
Kabinet Ali Sastroamidjojo yang dipimpin PNI 
dan dikukung oleh PKI. Tepatnya pada tahun 
1953. NU saat itu dipercaya untuk memegang 
jabatan Menteri Agama, Menteri Pertanian, dan 
Wakil Perdana Menteri. Sementara itu, 
Masyumi dan PSI menjadi oposisi. Selanjutnya, 
Dalam Muktamar ke-20 tahun 1954 di Surabaya, 
NU memutuskan untuk menerima dan 
memandang sah hasil Konferensi Alim Ulama 
di Cipanas tahun 1954 yang menetapkan bahwa 
Presiden RI (Ir. Soekarno) dan alat-alat negara 
adalah waliyyul amri ad-dlaruri bi asy- 
syawkah. 


Putusan Muktamar tersebut diperkuat oleh 
KH. Abdul Wahab Chasbullah yang 
membenarkan pemberian gelar waliyyul amri 
ad-dlaruri bi asy-syawkah di depan Parlemen, 
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dengan argumentasi bahwa menurut fikih 
perempuan Islam yang tidak memiliki wali 
nasab, perlu kawin di depan wali hakim supaya 
anaknya tidak menjadi anak zina. Karena itu, 
ditetapkan bahwa yang harus menjadi wali 
hakim pada masa ini ialah Kepala Negara kita. 


Keberhasilan NU dalam menjalankan roda 
pemerintahan di Indonesia, dibuktikan dengan 
dukungan masyarakat pada pemilu 1955 yang 
membuat NU menjadi partai terbesar ketiga 
memperoleh 45 kursi di Parlemen (18,44 suara), 
setelah PNI (22,3%) dan Masyumi (20,9%), dan 
di atas PKI (16,4%). Namun, pada Mei 1959 di 
tengah perdebatan negara Islam atau bukan, NU 
menerima “Kembali kepada UUD 1945” dengan 
syarat Piagam Jakarta diakui sebagai bagian dari 
UUD. Ketika Sidang Konstituante memilih tidak 
menerima Piagam Jakarta, NU pun berbalik 
menolak UUD 1945. KH. Idham Cholid, Ketua 
Tanfidhiyah PBNU, dan KH. Saefuddin Zuhri, 
Sekretaris PBNU, menyetujui Dekrit Presiden 
untuk “Kembali kepada UUD 1945” tetapi minta 
“agar Piagam Jakarta diakui kedudukannya 
sebagai yang menjiwai UUD 1945.” 


Menghadapi isu vital di Indonesia tentang 
perdebatan negara Islam atau bukan dan juga 
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kedudukan UUD 1945, tepat pada 5 Juli 1959 
Presiden Soekarno membubarkan Majelis 
Konstituante dan mendekritkan berlakunya 
UUD 1945 dengan pernyataan: “Kami 
berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 
Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan merupakan 
suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi 
tersebut.” 


Perjalanan politik NU pun bisa dibilang 
cemerlang. Belum genap 20 tahun sejak 
berdirinya sebagai partai politik, tepatnya pada 
Pemilu 1971, Partai NU menjadi partai terbesar 
kedua memperoleh 58 kursi DPR (18,684 suara) 
setelah Golongan Karya (Golkar) yang 
memperoleh 236 kursi DPR (62,824 suara), dan 
dua tingkat di atas PNI yang memperoleh 20 
kursi (6,93% suara). Namun, Soeharto 
mengeluarkan kebijakan fusi pada tahun 1973 
dan “mengebiri” kekuatan politik NU. KH. Dr. 
Idham Chalid, Ketua Umum PBNU, 
menandatangani Deklarasi Pembentukan Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP): NU berfusi ke 
dalam PPP pada tanggal 5 Juli 1973. 


Melihat kondisi sosial-politik yang semakin 
mengebiri posisi NU dalam kancah politik, maka 
pada Pada Muktamar ke-27 tahun 1984 di 
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Situbondo, Jawa Timur, NU kembali ke Khittah 
1926, tidak terlibat politik praktis, dan 
menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila 
dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 adalah 
bentuk final perjuangan umat Islam. Karenanya, 
tidak diperlukan lagi bentuk negara apapun 
dalam negeri ini, meskipun Negara Islam atau 
Negara Syari'ah. 


Setelah sekian lama NU melepaskan diri dari 
aktivitas politik praktis, di era kepemimpinan 
KH. Abdurrahman Wahid Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) dideklarasikan. Deklarator PKB 
adalah KH. Munasir Ali, KH. Ilyas Ruchiyat, KH. 
Abdurrahman Wahid, KH. A. Mustofa Bisri, KH. 
A. Muhith Muzadi. Pendirian PKB diinisiasi oleh 
Tim Lima yang dibentuk PBNU pada 3 Juni 
1998, yakni KH. Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/ 
Koordinator Harian PBNU), dengan anggota 
KH. M. Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr. 
KH. Said Agil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam 
PBNU), HM. Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua 
PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal 
PBNU). Deklarasi itu pun dilakukan pada 
tanggal 23 Juli 1988. 
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Tahun 1999, Indonesia menggelar pemilihan 
umum. Saat itu, kejayaan NU di masa lalu 
kembali diulang di pemilu kali ini. Pemilu 
pertama yang digelar pasca tumbangnya orde 
baru mengantarkan KH. Abdurrahman Wahid, 
Ketua Umum PBNU (1984-1999), terpilih 
menjadi Presiden RI ke-4 (20 Oktober 1999-23 
Juli 2001). Tahun ini diyakini oleh banyak pihak 
sebagai kembalinya NU dalam gelanggang 
politik nasional hingga saat ini. 
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BULAN MADU DAN 
DINAMIKA RELASI NU-PNI 


Dengan mencermati penelusuran di atas, 
sejarah PNI dan NU adalah sejarah Indonesia. 
Perjalanan kedua organisasi telah menorehkan 
tinta emas dalam sejarah bangsa ini. Sebagai 
organisasi yang memiliki akar sejarah yang 
panjang, keduanya juga terlibat dalam 
pergumulan yang panjang. Meskipun memiliki 
basis ideologis yang berbeda, namun keduanya 
memiliki komitmen kebangsaan dan kerakyatan 
yang sama. 


Berikut akan kita telusuri dinamika dan 
hubungan yang “romantis” kedua organisasi 
terebut. Kedekatan historis ini bisa kita runut 
dalam pelbagai peristiwa bersejarah. 
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Pertama, dalam merintis kemerdekaan 
Indonesia, kaum Nasionalis dan NU sama-sama 
berbagi peran dalam mendorong lahirnya 
Negara Indonesia melalui organisasinya masing. 
NU melalui Nahdlatul Wathan/NW 
(Kebangkitan Kebangsaan) tahun 1916 adalah 
sebuah organisasi pergerakan di masa 
penjajahan Belanda yang menjadi cikal bakal 
berdirinya Nahdlatul Ulama sepuluh tahun 
kemudian. Sementara kaum Nasionalis dengan 
PI (Perserikatan Indonesia) tahun 1927, yang 
menghimpun kaum terpelajar Indonesia yang 
belajar di luar negeri. Tokoh-tokoh PI ini 
diantaranya Dr. Tjipto Mangunkusumo, Mr. 
Sartono, Mr Iskag Tjokrohadisuryo dan Mr 
Sunaryo. Sementara NW didirikan oleh KH. 
Wahab Hasbullah dari Tambakberas Jombang 
dan menjadi kontribusi pertama warga 
nahdliyin terhadap cita-cita kemerdekaan 
Indonesia saat itu. Kedua organisasi ini sama- 
sama mengobarkan semangat anti-Kolonialisme 
dan semangat persatuan dan kesatuan NKRI 
serta cita-cita bersama mewujudkan Indonensia 
yang MERDEKA. 


Kedua, dalam meletakkan pondasi dasar 
Negara, NU dan kaum Nasionalis saling 
bersinergi dalam menformat dan desain dasar 
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Negara yang bisa menjadi ruh bersama dan bisa 
diterima oleh semua golongan yang ada di 
Indonesia. Keduanya sadar bahwa Indonesia 
yang terdiri dari ragam suku, agama, budaya, 
Bahasa dan kepercayaan harus disatukan 
melalui sebuah filosofi yang merupakan titik 
puncak dari semua nilai budaya yang dimiliki 
bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam proses 
perdebatan saat perumusan dasar negara : NU 
yang diwakili KH Wahid Hasyim, dan kaum 
Nasionalis yang diperankan Bung Karno, sama- 
sama menggunakan pendekatan yang sama 
dalam perumusan dasar Negara dengan 
menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesiaan 
untuk kemudian dijadikan titik temuanya 
sebagai nilai dasar Negara. 


Jadi Bung Karno saat itu menggali segala 
nilai-nilai budaya yang sudah berakar di 
Indonesia, dan juga nilai-nilai dari luar yang 
sudah mengalami proses pribumisasi. 
Sementara NU dengan kaidah yang sering 
dikutip Gus Dur soal PRIBUMISASI ISLAM, 
yaitu almuhaafazdatu ala al gadimi as-shlalikh 
wal akhdzu bil al jadidi aslah , prinsip kaidah 
memelihara nilai lama/kearifan lokal yang baik 
dan mengambil sesuatu hal baru yang lebih 
baik. 
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Ketiga, hadirnya kembali tentara asing di 
Indonesia bikin resah kaun nasionalis dan NU. 
Akhirnya atas permintaan Bung Karno dan 
Panglima Besar Jenderal Sudirman kepada Kyai 
Hasyim mengeluarkan fatwa jihad membela 
Resolusi. Setelah dalam pertemuan pimpinan 
NU dan ulama se Jawa-Madura di Surabaya, 21- 
22 Oktober 1945 dikeluarkanlah Resolusi Jihad 
1 yang kemudian membakar semangat rakyat 
Surabaya melawan Sekutu tanggal 10 November 
1945. Resolusi Jihad I ini kemudian dikuatkan 
Resolusi Jihad II yang dikeluarkan oleh NU 
dalam Muktamar NU ke XVI di Purwokerto 
Jawa Tengah 26-29 Maret 1946 untuk 
memperkuat keputusan Resolusi Jihad I yang 
dicetuskan di Surabaya. Resolusi Jihad II 
memberikan legitimasi moral dan spiritual bagi 
perlawanan rakyat semesta menghadapi agresi 
Belanda I dan II, tahun 1947 dan 1948 di seluruh 
nusantara. 


Keempat, pada saat munculnya gerakan- 
gerakan yang ingin mendirikan Negara Islam di 
satu sisi, dan menguatnya PKI (Partai Komunis 
Indonesia) yang jelas menganut faham 
Komunis, NU tampil di garda paling depan 
bersama-sama kaum nasionalis untuk 
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menunjukkan bahwa pemerintahan yang ada 
saat itu adalah SAH dan punya legitimasi yang 
kuat. Pada tahun 1954 misalnya, NU menggelar 
Muktamar di Cipanas Bogor. Salah satu 
rekomendasi penting dalam muktamar ini 
adalah tentang pemberian status waliyul amri 
ad-dloruri Bissyaukah (pemerintah darurat 
yang mempunyai kekuatan) kepada pemipin 
Indonesia dalam hal ini Presiden Soekarno. 
Status waliyul amri ad-dloruri Bissyaukah 
diperlukan agar pemerintahan Indonesia di 
bawah kepemimpinan Presiden Soekarno 
memiliki legitimasi moral, spiritual dan legal 
menurut syariat Islam. Status ini sekaligus juga 
mendelegitimasi Kartosuwiryo pimpinan Darul 
Islam (DI) yang mengklaim dirinya adalah 
amirul muknimin. Kutipannya, yaitu, 
“pemerintahan yang ada sekarang ini memang 
pemerintahan yang sah dan wajib dilantik. 
Kalau tidak, akan terus menerus ada 
kekacauan yang dilakukan oleh kelompok yang 
belum mau mengakui dari sudut agama, 
bahwa pemerintahan kita ini pemerintah yang 
sah. Kalau ini dibiarkan mereka akan 
mendirikan pemerintahan atau waliyul amri 
sendiri-sendiri.” Cipanas Bogor, 1954. 
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Kelima, masa awal orde baru, posisi politik 
NU sebagai penyangga NKRI tidak tergoyahkan. 
Dalam Muktamar NU ke-24 di Bandung Tahun 
1967, NU kembali memberikan kontribusi 
kenegaraanya dengan mengeluarkan 
rekomendasi yang disebut dengan “Deklarasi 
Demokrasi Pancasila”. Deklarasi ini 
dimaksudkan sebagai landasan tata laksana 
berbangsa dan bernegara di Indonesia agar tidak 
jatuh ke sistem demokrasi yang menghancurkan 
Indonesia seperti masa lalu. Bunyi deklarasinya 
adalah: “Demokrasi Pancasila adalah 
demokrasi yang menegaskan bahwa 
kekuasaan tertinggi ada di tantangan rakyat, 
melalui lembaga-lembaga perwakilan yang 
anggota-anggotanya dipilih melalui suatu 
pemilihan umum yang bebas dan 
demokratis” "Mengakui hak mayoritas 
seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya”. 
“Di bidang agama, Demokrasi Pancasila 
mengakui hak dan kewajiban pemeluk 
mayorita begitu juta hak dan kewajiban 
pemeluk minorita sesuatu agama” Bandung, 10 
Juli 1967. 


Keenam, pada saat Orde baru memonopoli 
tafsir atas Pancasila sebagai ideologi negara/ 
azaz tunggal dan membungkam mereka yang 
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bersikap kritis terhadap pemerintah Orba (di 
dalamnya termasuk kaum nasionalis) dengan 
dicap tidak Pancasilais, sehingga Negara sempat 
chaos, NU kemudian tampil menawarkan 
rumusan yang sangat cerdas tentang hubungan 
Islam dan Pancasila. Rumusan itu lantas 
diterima oleh ormas keagamaan dan juga oleh 
pemerintah. Bunyi rumusan itu, yaitu, 


1. 


Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara 
Republik Indonesia bukanlah agama dan 
tidak dapat dipergunakan untuk 
menggantikan kedudukan agama. 


Sila Ketuhanan YME sebagai dasar Negara 
Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 
(1) UUD 1945, yang menjiwai sila-sila yang 
lain, mencerminkan tauhid menurut 
pengertian keimanan dalam Islam. Bagi NU, 
Islam adalah akidah dan syariah, meliputi 
aspek hubungan manusia dengan Allah dan 
hubungan antar manusia. 


Penerimaan dan pengamalan Pancasila 
merupakan perwujudan dari upaya umat 
Islam Indonesia untuk menjalankan syariat 
agamanya. Sebagai konsekwensi dari sikap 
di atas, NU berkewajiban mengamankan 
pengertian yang benar tentang Pancasila dan 
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Pengamalannya yang murni dan kosekwen 
oleh semua pihak. 


Selanjutnya, setelah Soeharto lengser dari 
kursi Presiden RI pada Mei 1998, pemerintahan 
dipegang oleh Wapres BJ. Habibie. Naiknya 
Habibie memicu konflik horisontal yang sangat 
membahayakan bangsa. Militer disebut-sebut 
sudah siap ambil alih kekuasaan. Melihat situasi 
tersebut, para aktivis mahasiswa 
mengumpulkan empat tokoh nasional yang 
selama ini menjadi penopang utama gerakan 
reformasi, yaitu KH. Abdurrahman Wahid (Gus 
Dur), Megawati Soekarno Putri, Sri Sultan 
Hamengku Buwono X dan Amien Rais. 
Pertemuan digelar di kediaman Gus Dur di 
Ciganjur. 


Pertemuan lantas menghasilkan Deklarasi 
Ciganjur sebagai respon terhadap status 
pemerintahan BJ Habibie. Isi dari deklarasi 
Ciganjur adalah: 


1. Segera dilaksanakan Pemilu yang jujur dan 
adil terdiri atas peserta pemilu dan diawasi 
oleh tim independen. Pemilu merupakan 
jalan demokratis untuk mengakhiri 
pemerintahan transisi yang dipimpin oleh 
presiden B.J. Habibie. 
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2. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI secara 
bertahap, paling lama 6 (enam) tahun dari 
tanggal pernyataan ini dibacakan, dalam 
rangka mewujudkan masyarakat sipil. 


3. Dilakukan usaha yang sungguh-sungguh dan 
tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk 
menghapus dan mengusut pelaku KKN, 
diawali dengan pengusutan harta kekayaan 
Soeharto dan para kroninya sesuai dengan 
prosedur hukum yang berlaku. 


Berbagai peristiwa bulan madu hubungan 
NU dan PNI di atas akan menjadi basis historis 
bagi pengembangan relasi kaum nahdliyin dan 
kaum marhaen di masa-masa berikutnya. 
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[3] 
BUNG KARNO, 
MARHAENISME DAN 
WONG CILIK 


SOEKARNO, SANG PENDIRI 
NEGERI 


Siapa yang tak kenal sang proklamator 
bangsa, orang yang pertama kali 
mengumandangkan kemerdekaan negeri ini. 
Melalui pekikannya pada 17Agustus 1945, rakyat 
Indonesia seakan memiliki darah baru untuk 
bangkit dari penjajahan. Tak hanya sampai di 
situ, kalimat-kalimatnya yang bertenaga mampu 
membuai pendengarnya sehingga mereka rela 
tinggal berjam-jam di bawah terik matahari 
hanya untuk mendengarkan suara Soekarno 
atau yang lebih akrab disapa Bung Karno. 


Sejak muda Soekarno memang sudah aktif 
dalam berbagai usaha perjuangan kemerdekan 
bangsa Indonesia. sehingga tidak heran jika ia 
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sering ditahan oleh pihak penjajah dan 
diasingkan dari satu tempat ke tempat yang lain. 
mulai dipenjara oleh Belanda di Suka Miskin, 
kemudian diasingkan ke Ende, Flores hingga 
ditahan di Bengkulu. Namun, semua itu tidak 
mematahkan jiwa patriotisme Soekarno yang 
ingin membebaskan bangsanya menjadi bangsa 
yang berdaulat. Soekarno adalah simbol 
semangat muda yang tak kenal takut demi 
mewujudkan kemerdekaan tanah airnya dari 
cengkraman penjajah. Berbekal keilmuan yang 
memadai dan semangat yang tinggi membuat 
sosok Soekarno menjadi sosok yang kharismatik 
dan “legendaris”. 


Soekarno pula yang kemudian merumuskan 
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang 
mampu mengakomodir perbedaan ideologi, 
budaya, agama, ras dan suku yang ada di 
seantero nusantara. Bahkan, sosok Soekarno 
yang merupakan proklamator Indonesia 
kemudian menjadi tokoh penting di dunia. 
Bahkan diusia kemerdekaan Indonesia yang 
masih seumur jagung, Indonesia mampu 
menghimpun negara-negara Asia Afrika dalam 
Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 
yang kemudian berkembang menjadi negara 
non-blok. 
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Nama besar Soekarno sebagai pendiri bangsa 
Indonesia telah mampu menginspirasi banyak 
negara di dunia untuk mengabadikan namanya. 
Seperti Masjid Biru Soekarno di St. Pettersburgh 
di Rusia, Jl. Soekarno di Mesir, Maroko dan 
Pakistan, serta perangko Soekarno di Kuba. 
Pengabadian nama-nama Soekarno merupakan 
bukti pengakuan dunia pada putra bangsa 
Indonesia itu. Seokarno, nama yang singkat 
namun memiliki pengaruh yang dahsyat. Bukan 
hanya bagi Indonesia tapi bangsa sejagat. 


Secara garis besar ada beberapa segi khas 
yang dapat ditandai dari pemikiran Soekarno. 
Pertama, adalah cita-citanya tentang persatuan 
nasional. Ia menempatkan kepentingan 
bersama sebagai hal yang paling pokok diantara 
berbagai aliran pendirian dalam pemikiran 
kaum nasionalis. Kedua, desakannya untuk 
menjalankan sikap nonkooperasi bukan hanya 
sebagai taktik, tetapi sebagai hal yang prinsip. 
Ia menekankan tentang sia-sianya sikap lunak 
yang moderat, tentang ketidakmungkinan suatu 
kompromi dengan imperialisme yang menjadi 
musuh itu, dan menjelaskan tentang dua kubu 
yang saling berlawanan antara “sini” dan “sana”, 
antara “pihak kita” dan “pihak mereka”. Ketiga 
adalah mengenai konsep Marhaenismenya. 
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Gagasan tentang “rakyat kecil”, si Marhaen 
mungkin tidak merupakan suatu sumbangan 
besar yang khas dalam dunia pemikiran politik, 
tetapi sesungguhnya konsep itu telah 
menampilkan suatu penilaian yang jujur tentang 
sifat masyarakat Indonesia. 
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MARHAENISME DAN 
PERLAWANAN TERHADAP 
KAPITALISME 


Ketika menyebut Soekarno pasti di benak 
kita akan muncul istilah marhaenisme, lalu apa 
sebetulnya marhaenisme itu? Marhaenisme 
adalah sebuah ideologi yang membela kaum 
bawah yang menyuarakan anti kemiskinan. 
Marhaenisme sangat melekat di tubuh PNI 
sehingga para pendukung PNI biasa di sebut 
dengan kaum marhaen. Kini, Marhaenisme 
menjadi ideolgi politik PDIP, dan kalangan PDI 
menyebut basis konstituen mereka sebagai 
kaum marhaenis. 


Untuk memahami ideologi ini, kita perlu 
menengok sejarahnya. Ideologi Marhaenisme 
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lahir dari perjumpaan Presiden Soekarno 
dengan seorang petani miskin di Bandung 
Selatan yang daerah persawahannya terhampar 
luas. Bung Karno, yang waktu itu menjadi 
mahasiswa THS Bandung (sekarang ITB) 
kemudian terlibat dalam suatu percakapan 
dengan petani berpakaian lusuh yang tengah 
mencangkul sawahnya. 


Soekarno lalu menanyakan status 
kepemilikan dan hasil dari sawah itu. Petani itu 
pun menceritakan bahwa ia memiliki sendiri 
sawahnya yang sempit dengan hasil yang 
sekedar cukup untuk menghidupi keluarganya. 
Petani itu memiliki sendiri pondok tempat 
tinggalnya. Dengan perkataan lain, ia memiliki 
— sekalipun serba sedikit, modal dan alat 
produksinya. Walaupun sawah, bajak dan 
cangkul adalah kepunyaan sendiri dan ia 
mengejakannya sendiri, namun hasil yang 
didapat tidak pernah mencukupi untuk istri dan 
keempat anaknya. 


Petani itu bernama Mang Aen, suatu nama 
yang konon umum di kalangan rakyat jelata 
Jawa Barat di tahun 1920-an itu. Soekarno 
menyebutnya Marhaen. Ia akan memakai nama 
itu untuk menyebut jutaan orang Indonesia yang 
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nasibnya seperti si Marhaen orang kecil dengan 
tanah milik kecil, dengan alat-alat kecil sekedar 
cukup untuk dirinya sendiri. Kaum Marhaen, 
menurut Soekarno, berbeda dengan kaum 
proletar menurut paham Marxis. 


Kaum proletar adalah mereka yang sama 
sekali tidak ikut memiliki sarana produksi, 
berbeda dengan si Marhaen yang sekalipun 
“orang kecil”, miskin, namun bukan tergolong 
proletar. Sejak itu istilah Marhaen lahir. Pada 
dasarnya Marhaenisme menuntut perlunya 
persatuan di antara semua golongan melawan 
kekuatan kolonial. Di samping itu jug 
mempertentangkan gagasan sosialisme, 
nasionalisme dan demokrasi melaan 
kapitalisme, penindasan dan rasisme. Tujuan 
perjuangan adalah untuk kemenangan massa 
Marhaen. 


Dari peristiwa pertemua itu kemudian 
Soakarno terpicu berbagai pertanyaan. 
Pertanyaan-pertanyaan ini akhirnya melahirkan 
berbagai dialektika pemikiran sebagai landasan 
gerak selanjutnya. Kehidupan, kepribadian yang 
lugu, bersahaja namun tetap memiliki semangat 
berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya inilah, 
maka nama petani tersebut oleh Bung Karno 
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diabadikan dalam setiap rakyat Indonesia yang 
hidupnya tertindas oleh sistem kehidupan yang 
berlaku. Sebagai penyesuaian bahasa saja, nama 
Mang Aen menjadi Marhaen. Istilah ini untuk 
pertama kalinya digunakan oleh Soekarno di 
dalam pleidoinya tahun 1930, Indonesia 
Menggugat untuk mengganti istilah proletar. 


Marhaenisme sebagai suatu ajaran 
kemudian makin berkembang terutama oleh 
Bung Karno dengan tulisan dan pidato- 
pidatonya. Antara lain pidatonya 1 Juni 1945 
yang umum disebut pidato akhirnya Pancasila. 


Marhaenisme kemudian dianggap sebagai 
perasan semua ajaran Soekarno. Setelah 
Indonesia merdeka, PNI kemudian memakainya 
sebagai asas perjuangan dan menyebut 
organisasinya sebagai Front Marhaenis. Dalam 
sejarah PNI, berhagai rumusan tentang 
Marhaenisme telah dibuat. Dalam masa awalnya 
setelah kemerdekaan, para pemimpin PNI 
sering dikecam kehidupan mereka tidak sesuai 
dengan konsep Marhaenis yang mereka 
perjuangkan. 


Rumusan Marhaenisme juga sering berubah 
sesuai dengan perkembangan politik — dan 
komposisi pimpinan PNI. Pertentangan dalam 
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tubuh pimpinan PNI sendiri mengakibatkan 
antara lain pemisahan dan pembentukan partai 
baru, Partai Indonesia Raya (PIR, 1948), Partai 
takyat Nasional (PRN, 1950) dan Partindo 
(1958). Pada 1960 PNI memberi gelar Presiden 
Soekarno sebagai “Bapak Marhaenisme” dan 
rumusan resmi Marhaenisme 
mempersamakannya dengan Pancasila dan 
Manipesto Politik 1959 (Manipol). 


Setelah 1960 PNI dianggap bergeser ke kiri 
— konon untuk mengimbangi berkembangnya 
PKI, hingga kemudian muncul rumusan 
Marhaenisme sebagai Marxisme yang 
diterapkan di Indonesia. Beberapa tokoh yang 
menentang kemudian dituding scbagai 
“Marhaenis gadungan.” Rumusan ini diubah 
dan dikembalikan lagi pada persamaan 
Marhaenisme dengan Pancasila pada 1966, 
lewat suatu deklarasi Yudya Pratidina 
Marhaenis. 


Marhaenisme adalah ideologi yang 
menentang penindasan manusia atas manusia 
dan bangsa atas bangsa. Untuk masa sekarang, 
ideologi ini telah berkembang dan dikenal 
dengan nama Marhaenisme Kekinian. Ideologi 
ini dikembangkan dari pemikiran presiden 
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pertama Indonesia, Soekarno. Tujuannya adalah 
untuk mengangkat kehidupan rakyat/orang 
kecil. Orang kecil yang dimaksud adalah petani 
dan buruh yang hidupnya selalu dalam 
cengkeraman orang-orang kaya dan penguasa. 
Bagi Soekarno ideologi marhaenisme adalah 
ideologi perjuangan bagi golongan masyarakat 
yang dimiskinkan oleh sistem kolonoalisme, 
imperialisme, feodalisme dan kapitalisme. 
Untuk dapat memahami marhaenisme menurut 
Soekarno harus menguasai dua pengetahuan. 


Menurut marhaenisme, agar mandiri secara 
ekonomi dan terbebas dari eksploitasi pihak 
lain, tiap orang atau rumah tangga memerlukan 
faktor produksi atau modal. Wujudnya dapat 
berupa tanah atau mesin/alat. Dalam konteks 
modern, kendaraan, perangkat teknologi 
informasi, alat dapur dan barang elektronik bisa 
saja diberdayakan dengan tepat guna sebagai 
modal atau faktor produksi. Meskipun tidak 
besar, kepemilikan modal sendiri ini perlu untuk 
menjamin kemandirian orang atau rumah 
tangga itu dalam perekonomian. 


Soekarno dalam pidato Hari Kemerdekaan 
RI tahun 1963 mengatakan dengan lantang 
bahwa “Kita bangsa besar, kita bukan bangsa 


Sinergi NU dan Marhaenisme - 77 


tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak 
akan minta-minta apalagi jika bantuan- 
bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini 
syarat itu ! Lebih baik makan gaplek tetapi 
merdeka, dari pada makan bestik tetapi 
budak.” 


Kutipan pidato ini menunjukkan betapa 
Soekarno ingin mengajak kepada seluruh 
masyarakat Indonesia melalui ideologi marhaen 
untuk menjadi bangsa yang mandiri, berdaulat 
secara ekonomi dan tidak tergantung pada 
negara-negara asing. Ideologi marhaen ini 
menegaskan tentang keberpihakan Soekarno 
pada prinsip kemandirian yang harus dimiliki 
oleh bangsa dan penentangan terhadap segala 
bentuk penjajahan. 


Berbeda dengan kapitalisme, modal dalam 
marhaenisme bukanlah untuk ditimbun atau 
dilipatgandakan, melainkan diolah untuk 
mencukupi kebutuhan hidup dan menghasilkan 
surplus. Petani menanam untuk mencukupi 
makan keluarganya sendiri, barulah menjual 
surplus atau kelebihannya ke pasar. Penjahit, 
pengrajin atau buruh memproduksi barang yang 
kelak sebagian akan dipakainya sendiri, walau 
selebihnya tentu dijual. Idealnya, syarat 
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kecukupan-sendiri ini harus dipenuhi lebih dulu 
sebelum melayani pasar. Ini artinya ketika 
buruh, pengrajin atau petani memproduksi 
barang yang tak akan dikonsumsinya sendiri, ia 
cuma bertindak sebagai faktor produksi bagi 
pihak lain, yang menjadikannya rawan untuk 
didikte oleh pasar atau dieksploitasi. 


Secara agregat (keseluruhan) dalam sistem 
ekonomi marhaenisme, barang yang tidak/ 
belum diperlukan tidak akan diproduksi, sebab 
setiap orang/rumah tangga tentu memastikan 
dulu profil dan taraf kebutuhannya sendiri 
sebelum membuat apapun. Inovasi kelahiran 
produk baru akan terjadi manakala 
kebutuhannya sudah kongkret betul. Cara ini 
mendorong tercapainya efisiensi, sekaligus 
mencegah pemborosan sumber daya serta sikap 
konsumtif. Dan karena hanya difungsikan 
sekadar menghasilkan surplus, modal yang 
tersedia juga mustahil ditimbun atau 
diselewengkan untuk menindas tumbuh- 
kembangnya perekonomian pihak lain. 


Di dalam marhaenisme terdapat faham 
kebangsaan yang berdasarkan 
perikemanusiaan, persamaan nasib, gotong 
royong, hidup kemasyarakatan yang sehat, 
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kerjasama untuk mencapai sama bahagia, tidak 
untuk menggencet dan menghisap. Jadi dalam 
faham kebangsaan itu harus ada semangat 
kerjasama dan gotong royong antar bangsa 
Indonesia dan antara bangsa Indonesia dengan 
bangsa-bangsa lain di dunia. 


Sosio-demokrasi adalah faham yang 
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Gagasan 
ini merupakan reaksi terhadap demokrasi yang 
muncul di barat pada waktu Soekarno 
mencetuskan ide ini. Demokrasi di Barat yang 
dipahami Soekarno adalah Demokrasi yang 
lebih bersifat liberalistis yang hanya menjamin 
kebebasan warganya dalam bidang politik saja 
dan tidak berlaku di bidang ekonomi. 


Oleh karena itu supaya tidak terjadi 
penindasan dan ada kebebasan di bidang 
ekonomi maka sistem kapitalisme didalam 
masyarakat itu harus dihapus, karena selama 
sistem itu masih ada tidak mungkin terjadi 
kebebasan ekonomi. Rakyat yang mengatur 
negaranya, perekonomiannya dan kemajuannya 
supaya segala sesuatunya bisa bersifat adil, tidak 
membeda-bedakan orang yang satu dengan 
orang yang lainnya. 
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Rakyat menginginkan berlakunya demokrasi 
social yaitu terlaksananya demokrasi politik dan 
demokrasi ekonomi. Soekarno pun berhasil 
menggelorakan semangat revolusi dan 
mengajak bangsa Indonesia untuk melepaskan 
diri dari imprealisme dengan konsep “berdiri di 
atas kaki sendiri” atau yang lebih dikenal dengan 
“Berdikari.” Konsep ini merupakan perlawanan 
Soekarno atas bentuk neokolonialisme yang 
ingin menjajah bangsa dengan ketergantungan 
pada hutang luar negeri. 


Pikiran-pikiran dasar tentang perjuangan 
rakyat Indonesia melawan kapitalisme, 
imperialisme, dan kolonialisme seperti yang 
dimaksudkan dalam sosio-nasionalisme dan 
sosio demokrasi tersebut, kemudian dinamakan 
dengan ideologi Marhaen sebagai simbol 
kekuatan rakyat yang berjuang melawan segala 
sistem yang menindas dan memelaratkan 
rakyat. Ideologi ini merupakan bentuk 
perlawanan atas bangsa Indonesia terhadap 
sistem imperalisme dan kolonialisme yang 
sudah menginjak-injak bumi Indonesia dan 
kapitalisme yang telah berkembang di barat. 
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PEMBELAAN TERHADAP 
“WONG CILIK” 


Makna wong cilik identik dengan petani 
kecil, kaum buruh, pekerja kasar dan pedagang 
kecil. Aktifitas ekonomi mereka semata-mata 
adalah untuk menghidupi keluarganya. Wong 
cilik rata-rata hidup di bawah garis kemiskinan 
menurut Seokarno bukan semata-mata karena 
ketidak mampuan menyukupi jumlah produksi. 
Akan tetapi ada sistem yang sengaja 
memiskinkan mereka. 


Renungan Soekarno inilah yang kemudian 
membawanya pada pembelaan terhadap wong 
cilik yang selalu ditindas dan dimiskinkan oleh 
kaum penjajah. Soerkano melalui ideologi 
marhaennya adalah bentuk nyata pembelaan 
kepada wong cilik. Selain itu, ideologi marhaen 
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berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat kecil, mengangkat martabatnya dan 
memperjuangkan hak-hak fundamentalnya 
sebagai bagian terpenting dari bangsa 
Indonesia. 


Pembelaan terhadap wong cilik juga 
merupakan upaya Soekarno untuk melawan 
kenyataan yang terjadi saat itu. Di mana wong 
cilik seolah hanya menjadi penggembira dan 
penonton di pinggir sekaligus teralienasi dari 
perilaku para priyayi dan bangsawan. Kenyataan 
itu akan terus terjadi dan manakala nasib wong 
cilik tidak diperjuangkan maka selamanya wong 
cilik akan menjadi wong cilik. Mereka hanya 
menjadi saksi dari perubahan bangsa tanpa bisa 
menikmatinya. 


Soekarno sadar bahwa rakyat Indonesia 
ketika itu masih jauh dari kata maju. Pendidikan 
hanya bisa dinikmati oleh kelas menengah. 
Kehidupan layak hanya bisa dirasakan oleh para 
priyayi dan bangsawan. Sedangkan kemelaratan 
dan kesengsaraan semua berujung pada wong 
cilik. Soekarno juga paham bahwa hampir 
seluruh masyarakat Indonesia ketika itu adalah 
wong cilik dan mereka adalah bagian terpenting 
dari adanya bangsa Indonesia. 
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Keadaan masyarakat Indoesia yang saat itu 
rata-rata hidup di bawah garis kemiskinan 
membuat Soekarno tergerak untuk 
“menyelamatkan” mereka. Soekarno tak rela jika 
rakyat masih terus terjajah di buminya sendiri. 
Padahal alam Indonesia begitu melimpah. 
Tanahnya begitu subur. Potensi baharinya 
seolah tak terbatas, begitu pula dengan sumber 
kekayaan lainnya. Tapi mengapa rakyat masih 
tak berkuasa atas itu semua. Refleksi itu yang 
semakin mengobarkan semangatnya untuk 
membela wong cilik yang semakin 
terpinggirkan. Hak-haknya semakin tercerabut 
dan kewajibannya terus dituntut. 


Marhaenisme adalah ideologi yang lahir 
semata-mata untuk membela kepentingan 
wong cilik dan demi meningkatkan kualitas 
masyarakatnya. Baik dalam bidang ekonomi, 
pendidikan dan hak-hak politiknya. Sesuai 
dengan asalnya, Marhaenisme yang diambil dari 
perjuangan kisah petani kecil di Bandung 
Selatan, secara jelas menggambarkan kedekatan 
antara Soekarno dan Wong Cilik. 


Tak hanya itu, Soekarno juga mau 
menjadikannya sebagai titik tolak perjuangan 
bersama untuk membebaskan rakyat Indonesia 
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dari belenggu kemiskinanm kemelaratan, 
ketertinggalan dan ketidak adilan. Bagi 
Soekarno, tak cukup dengan retorika atau teori- 
teori yang selangit, tapi perjumpaan dengan 
wong cilik adalah langkah nyata untuk 
mendengar keluhan rakyat dan membela 
kepentingan rakyat.[] 
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141 
NAHDLATUL ULAMA 
DAN KAUM 
MUSTADH'AFIN 


KH HASYIM ASY'ARI, 
PEJUANG ISLAM-NASIONALIS 


Siapa tak mengenal Hadratus Syaikh Hasyim 
Asy'ari, seorang pahlawan nasional pejuang 
kemerdekaan Indonesia, cendekiawan muslim, 
kiai besar dan juga pendiri Nahdlatul Ulama'. 
Serangkaian gelar yang diberikan kepada 
Hasyim Asy'ari memang tidak berlebihan. 
Mengingat sahamnya yang begitu besar bagi 
Indonesia. Selain dikenal sebagai ulama yang 
kharismatik dan brilian, KH. Hasyim Asy'ari 
adalah tokoh yang memiliki jiwa nasionalisme 
yang begitu tinggi. Bahkan KH. Hasyim Asy'ari 
mendukung Soekarno yang menetapkan 
Pancasila sebagai dasar Negara Republik 
Indonesia. 
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Paham kebangsaan yang dimiliki oleh KH. 
Hasyim Asy'ari diperoleh dari Syeikh Ahmad 
Khatib al Minangkabawi. Dari kesekian banyak 
guru dari KH. Hasyim Asy'ari, Syeikh Katib 
adalah yang paling berpengaruh terhadap 
inspirasi pergerakan kebangsaannya. Ia juga 
merupakan sosok ulama nasionalis yang 
memberikan ilham kebangsaaan bagi 
pergerakan intelektual muslim pada awal abad 
ke-20. 


Kecintaan KH. Hasyim Asy'ari pada tanah air 
Indonesia memanggilnya untuk kembali 
sesudah 7 tahun menimba ilmu di Mekkah. Ia 
pun mendirikan pesantren yang berada di Cukir 
dan berada di lingkungan masyarakat abangan. 
Pesantren dalam impiannya bukan semata-mata 
menjadi lembaga pendidikan tradisional yang 
hanya mengajarkan ilmu agama, tapi lebih dari 
itu, KH. Hasyim Asy'ari ingin menciptakan 
pesantren sebagai lokus perjuangan umat Islam 
untuk melawan penjajah di Indonesia. Maklum 
saja, pada abad ke-20 nasionalisme bangsa 
terjajah sedang bergelora dan KH. Hasyim 
mendapatkan suntikan nasionalisme tersebut 
dari Timur Tengah, melalui Muhammad Abduh 
dan Jamaluddin al Afghani. 
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Bukti keseriusan KH. Hasyim Asy'ari dalam 
menyiapkan kader-kader pengawal 
kemerdekaan Indonesia adalah dengan 
mengajarkan kepada para santrinya bahasa 
Belanda dan ilmu silat, bukan semata-mata 
belajar muatan agama. Hingga gemuruh 
perjuangan Tebu Ireng menjadikannya besar 
dan sangat berpengaruh pada abad ke-20. 
Bahkan karena pesantrennya yang begitu 
berpengaruh dan sikap politiknya yang non- 
kooperatif, Belanda pernah membakar 
pesantrennya pada tahun 1913. 


Sikap seenaknya Belanda itu membuat KH. 
Hasyim Asy'ari membuat perlu merumuskan 
kebijakan strategis terkait perjuangan untuk 
melawan arogansi kolonial. Pesantren kemudian 
menjadi media yang sangat strategis karena saat 
itu KH. Hasyim Asy'ari sudah memiliki banyak 
sekali santri yang tersebar di seantero nusantara 
yang menjadi modal kuat menggalang 
persatuan. Selanjutnya, lahirlah anak muda 
kreatif yang menerjemahkan pikiran-pikiran 
KH. Hasyim Asy'ari yang kemudian menjadi 
arsitek berdirinya NU. 


Pasca kemerdekaan Indonesia, salah satu 
kisah heorik KH. Hasyim Asy'ari adalah ketika 
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mengeluarkan Resolusi Jihad 22 Oktober 1945. 
Resolusi Jihad ini merupakan manifesto 
nasionalisme para kiai dan ulama dalam 
membela tegaknya kemerdekaan Indonesia 
dengan fatwa untuk melawan penjajah. Saat itu, 
Belanda dan sekutunya belum merelakan 
kemerdekaan yang diraih oleh rakyat Indonesia. 
Penjajah masih ingin menghemenoni rakyat 
Indonesia. Oleh karena itu, kiai dan kaum santri 
berkobar semangatnya untuk mengusir penjajah 
dari bumi nusantara. 


Resolusi jihad ini jatuh persis pada hari ke- 
66 pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. 
Resolusi jihad ini dikomando oleh KH. Hasyim 
Asy'ari. Semangat nasionalisme yang berkobar 
menjelang pertempuran 10 November 1945 itu 
menjadi tonggak nasionalisme Indonesia untuk 
mempertahankan kemerdekaan. Jenderal 
Soedirman pun terilhami oleh semangat 
nasionalisme KH. Hasyim Asy'ari dan semakin 
teguh untuk bergerilya melawan Belanda. Pada 
26 Maret 1946, Bandung mejadi lautan api 
karena terilhami oleh semangat nasionalisme 
arek Surabaya dalam melawan penjajah. 
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NU, TRADISIONALISME, DAN 
ISLAM INDONESIA 


Selama ini Nahdlatul Ulama (NU) dikenal 
sebagai organisasi Islam tradisional. Sering, sifat 
tradisional ini dilihat secara negatif sehingga 
organisasi ini dianggap terbelakang dalam pola 
pikir, oportunis dalam berpolitik dan sinkretik 
dalam beragama. 


Belakangan cara pandang ini mengalami 
revisi. NU memang tradisional dalam arti 
gerakan Islam yang memiliki kesadaran diri 
tradisionalisme (self-consciousness 
traditionalism). Artinya, warga NU adalah 
muslim yang berkesadaran dengan tradisi, 
menjadikan tradisi sebagai “saringan simbolik” 
untuk memaknai sesuatu. Bahkan lebih dariitu, 
tradisi ditempatkan sebagai kuasi-ideologi (yang 
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terbuka), berhadapan dengan ideologi-ideologi 
lain. 


Sebuah studi menarik dilakukan oleh Mitsuo 
Nakamura atas tradisi NU. Berdasarkan 
pengamatan terhadap Muktamar Semarang 
1979 dan pergulatan politik NU secara umum 
di masa itu; Nakamura berkesimpulan bahwa 
tradisionalisme NU tidak bertentangan dengan 
progresivisme politik. Iapun merevisi cara 
pandangyang telah mapan di kalangan ilmuwan 
Barat, yang menempatkan tradisi agama sebagai 
halangan progresivitas. 


Program Dasar Pengembangan NU, 1979- 
1983 menunjukkan hal ini. Dalam program 
tersebut, PBNU secara konsisten 
merekomendasikan program pembangunan 
yang sesuai dengan prinsip mashlahat sebagai 
respon atas kebijakan negara yang timpang. 


Rekomendasi tersebut meliputi; (1) Tuntutan 
perubahan struktur ekonomi kolonial yang 
tergantung dengan pasar internasional, menjadi 
struktur yang didasarkan atas asas mandiri, (2) 
Perubahan ketergantungan ekonomi pada 
modal, teknologi dan manajemen impor, 
menjadi berdasar pada sumber daya manusia 
domestik: (3) Prioritas utama harus diberikan 
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pada kebutuhan dasar, makanan, pakaian, 
perumahan, pendidikan dan kesehatan: (4) 40% 
lapisan bawah penduduk harus mendapatkan 
perhatian khusus; (5) Kebijakan pemenuhan 
kesempatan kerja secara nasional, (6) 
Ketimpangan dalam distribusi kekayaan harus 
dikurangi (1997:60). 


Sikap progresif tersebut tentu bukan hal 
baru. Di Muktamar ke-24 di Bandung (1967), 
NU telah melakukan kritik terhadap bangunan 
politik yang dianggap timpang. Berdasarkan 
pengetahuan mendalam atas sistem politik 
modern, NU misalnya, menolak demokrasi 
liberal karena akan menumpukkan kekuasaan 
di tangan perorangan dan kelompok kecil, 
sehingga mengabaikan kepentingan orang 
banyak. NU juga menolak garis politik 
Marxisme-Leninisme yang membenarkan 
pencapaian kekuasaan melalui kekerasan serta 
dominasi satu golongan atas golongan lain. Pada 
saat yang sama, NU juga menolak “demokrasi 
terpimpin” yang menjurus pada akumulasi 
kekuasaan di tangan satu orang dan karenanya 
melenyapkan demokrasi secara bertahap. 


Berdasarkan penolakan ini, NU kemudian 
menawarkan “demokrasi Pancasila” sebagai 
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sistem politik yang sesuai dengan dasar negara 
Republik Indonesia itu sendiri. Yang dimaksud 
sebagai “demokrasi Pancasila” tentu adalah 
sistem demokrasi berbasis daulat rakyat dan 
berujung pada keadilan sosial, melalui 
mekanisme musyawarah dalam terang hikmat 
kebijaksanaan. Sistem seperti ini akan 
memaksimalkan peran rakyat dalam mekanisme 
deliberasi yang diatur melalui prinsip dan 
prosedur demokrasi berkeadilan. 


Segenap data historis di atas menunjukkan 
progresivitas NU. Progresivitas ini 
secara inheren lahir dari rahim tradisi agama 
yang oleh sebagian kalangan dianggap 
menghalangi kemajuan. Pertanyannya, apakah 
tradisionalisme NU itu? Bagaimana tradisi ini 
melahirkan pandangan dan sikap 
kemasyarakatan yang progresif? 


Tradisi secara literal dipahami sebagai 
transmisi nilai dari generasi lalu ke generasi 
sekarang. Oleh karenanya, tradisi merupakan 
pilar yang menjaga kesinambungan nilai di 
masyarakat. Tradisi ini bisa berupa nilai, konsep 
pemikiran, maupun ritus simbolik yang telah 
menjadi kebiasaan (habitus). Bagi kalangan 
awam, tradisi hanya dilakukan, sering secara 
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kolektif, tanpa harus mengetahui nilai yang 
terkandung di dalamnya. Bagi pemimpin dan 
kalangan terdidik, tradisi tidak hanya dilakukan 
melainkan dipahami maknanya. Dalam arti ini, 
tradisi merupakan bagian dari budaya sebab ia 
membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat 
secara umum. 


NU disebut gerakan Islam tradisional karena 
ia menjaga tradisi Islam di Indonesia. Tradisi 
ini merupakan pertemuan antara tradisi besar 
(high tradition) berupa “korpus Islam resmi” 
yang universal, dengan tradisi lokal (local 
tradition) di Nusantara. Sifat pertemuan ini 
bukanlah peleburan isi, melainkan 
“peminjaman bentuk” sebagai media dakwah 
Islam. Inilah yang disebutpribumisasi Islam. 
Oleh karenanya, pribumisasi Islam bukanlah 
sinkrestisme: peleburan substansi agama 
sehingga melahirkan campur-aduk teologis. 
Melainkan (hanya) peminjaman “bentuk 
budaya” untuk disusupi nilai-nilai Islam. 
Tradisi selametan misalnya, awalnya 
merupakan tradisi pemujaan roh leluhur 
masyarakat Hindu-Jawa. Oleh Walisongo, 
bentuk tradisi ini diambil, namun isinya diganti 
dengan tahlilan. Selain menjaga tauhid, doa 
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kepada saudara yang meninggal: tahlilan juga 
menjaga paguyuban di kalangan masyarakat. 


Dalam pemikiran keagamaan, tradisi NU 
memusat di dalam trilogi nilai 
yakni tauhid, figh danakhlag. Tauhid merupakan 
puncak keislaman muslim yang diamalkan 
melalui hukum (syariah) dan 
membuahkan akhlag (tasawuf). 
Terma akhlag ini yang kemudian diperluas tidak 
hanya pada ranah individu melainkan (etika) 
sosial. Inilah makna hakiki dari hadist Nabi 
Muhammad SAW, “Innama bu'istu 
liutammima makarimal akhlag”. Proses 
penyempurnaan akhlag menjadi bermakna jika 
ditempatkan dalam rangka pembentukan 
masyarakat yang etis. 


Untuk kepentingan inilah NU menetapkan 
kemashlahatan rakyat (al-mashalih al-ra'iyyah) 
sebagai “muara etis” pengabdian 
masyarakatnya. Dengan demikian tidak heran 
jika keabsahan pemerintah selalu diukur dari 
kemampuannya dalam mensejahterakan rakyat, 
sebagaimana kaidah Tasharruf al-imam “ala al- 
raiyyah manuthun bi al-mashlahah. Dengan 
menempatkan kemashlatan sebagai nilai 
kemasyarakatan tertinggi, NU tidak ragu untuk 
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menerima bangunan NKRI, sebab yang 
diperjuangkan adalah fungsi, bukan bentuk. 
Selama NKRI bisa berfungsi mensejahterakan 
rakyat, maka bentuknya yang nasionalis bisa 
diterima. 


Dengan demikian, justru karena 
tradisinyalah, NU menjadi gerakan keagamaan 
yang progresif. Hal ini berangkat dari pola pikir 
yang selalu kontekstual. Di awal islamisasi di 
Nusantara, kontekstualisasi Islam dilakukan 
oleh para Wali dalam konteks budaya. Pada 
masa Indonesia modern, kontekstualisasi Islam 
dilakukan pada ranah kemasyarakatan dalam 
konteks politik nasional. Karena nilai yang 
dibela adalah kemashlahatan, maka NU bisa 
beradaptasi dengan bangunan politik dan rezim 
apapun. Namun ketika rezim tersebut tidak 
sesuai dengan prinsip mashlahat, NU tidak 
segan untuk melontarkan kritik atau bahkan 
menolaknya. Sikap progresif berdasarkan tradisi 
ini yang dilihat oleh Nakamura serta terjadi pada 
penolakan NU atas demokrasi liberal, komunis 
dan terpimpin di Muktamar ke-24. 


Segenap nilai yang menjaga tradisi Islam di 
Indonesia, serta pemikiran keagamaan 
berdasarkan tradisi NU inilah yang disebut 


98 = Membela Kaum Lemah 


sebagai tradisionalisme Islam. Disebut 
tradisionalisme karena ia telah menjadi 
pandangan dunia (weltanschauung) yang 
akhirnya membentuk karakter kultural tertentu. 
Oleh karena itu, selayaknya warga NU bangga 
dengan tradisionalisme ini, karena sebuah 
peradaban akan besar, jika berpijak pada tradisi 
seperti Jepang, Korea Selatan dan Cina Daratan. 
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NU DAN ADVOKASI KAUM 
MUSTADH'AFIN 


Cetak biru pembelaan NU atas kaum 
mustadh'afin didasari dalil dalam Alqur’an dan 
Hadis, serta Kaidah Usul Figh. Pertama, adanya 
ungkapan bahwa kemiskinan, kefakiran bisa 
menyebabkan orang menjadi kufur dan bahkan 
berpindah agama, “Kada al- 
fakruayyakunakufran” yang berarti “kefakiran 
mendekatkan diri pada kekufuran.” (HR. Abu 
Naim) 


Kedua, Negara didirikan adalah sebagai 
sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 
Oleh karena itu, sudah seharusnya Negara 
melindungi, mengayomi, menfasilitasi apa yang 
menjadi kebutuhan rakyatnya. Dalam hal ini 
kaidah ushul figh menjadi sangat relevan dalam 
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memandang kekuasaan, “Tasharruful imam 
ala al-ra'iyyah manuthun bi al masalah.” 
(kebijakan pemimpin kepada rakyatnya harus 
sesuai dengan kemaslahatan/kesejahteraan 
rakyatnya). 


Jika kita menggali dari peristilahan yang 
digunakan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan 
dengan mengkaji akar katanya, maka yang 
dikatakan mustadh'afin atau pihak lemah atau 
yang dilemahkan, terkait erat dengan konteks 
ekonomi, konteks kemerdekaan, dan juga dalam 
konteks fisik. Setidak-tidaknya tiga hal itulah 
yang bisa kita dipahami dari kata mustadh’afin 
yang ada dalam Al-Qur'an. 


Jadi kaum mustadh'afin adalah kaum lemah, 
kaum yang secara ekonomi miskin dan secara 
politik dikebiri hak-haknya sehingga banyak 
hak-hak dasar tidak diberikan oleh Negara, 
seperti pelayanan kesehatan yang memadai, 
pendidikan gratis; pemberian akses ekonomi 
bagi pengusaha kecil, dll. Elaborasinya sebagai 
berikut: 


Pertama, kategori orang-orang atau 
kelompok yang dilemahkan secara politik, 
dimana hak-hak mereka dikebiri dan tidak 
diberikan ruang sebagaimana jaminan 
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konstitusi. Contohnya, anak, cucu, dan cicit dari 
keturunan PKI yang pada masa Orde Baru 
dikebiri hak-hak politiknya, Juga, komunitas- 
komunitas adat yang dipinggirkan demi alasan 
pembangunan, dan kelompok-kelompok 
marjinal (kaum miskin kota, buruh, tani, 
nelayan, gelandangan dan anak-anak jalanan) 
dimana hak-hak politik mereka dikebiri. Dalam 
posisi ini, mereka adalah bagian dari kelompok 
mustadh'afin yang dilemahkan secara 
struktural. 


Kedua, orang-orang atau kelompok yang 
dilemahkan secara ekonomi. Mereka ini adalah 
kelompok pengusaha kecil yang dipaksa harus 
menghadapai serbuan pemain ekonomi modal 
besar jaringan internasional ditengah sistem 
ekonomi yang penuh dengan praktik percaloan, 
tengkulak, black market dan sejenisnya. 


Ketiga, adalah kelompok yang dilemahkan 
secara sosial-budaya. Mereka adalah kelompok 
masyarakat yang dipinggirkan dalam pergaulan 
sosial bahkan sering kali terjadi pembunuhan 
karakter. Pengebirian hak-hak mustadh'afin 
dalam kategori ini adalah karena terjadinya 
perbedaan pandangan, kesenjangan ekonomi, 
maupun Strata sosial yang berbeda. (Sumber : 
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Adien Jauharudin, Ahlussunnahwal Jama'ah 
MANHAJUL HARAKAH, Perhimpunan 
Masyarakat Pesantren Indonesia, Jakarta, 2008, 
hal. 172-178). 


Dalam seluruh fase Anggaran Dasar NU 
dalam masalah social kemasyarakatan, NU 
memperjuangkan cita-cita “faham kerakyatan”: 
orientasi, keyakinan, dan keperpihakan dalam 
amsalah social untuk membela kepentingan 
rakyat, yang tercermin dalam pembelaannya 
pada keadilan, perlunya pemerataan 
pembangunan terhadap semua lapisan 
masyarakat, dibangunnya pilar-pilar ekonomi 
rakyat, seperti koperasi, membangun 
kemandirian, dan keperpihakan yang jelas 
terhadap masyarakat bawah. 


ita-cita NU seperti tertuang dalam Anggaran 
Dasar NU saat didirikan pertama kali pada 1926 
menyebutkan, salah satunya: “ 
memerhatikan ikhwal anak-anak yatim dan para 
fakir miskin: dan mendirikan badan-badan 
usaha untuk memajukan urusan pertanian, 
perniagaan, dan perusahaan yang tidak dilarang 
syari at agama Islam” (Nur Khalik Ridwan, NU 
dan Neoliberalisme, LKiS, 2008, hal. 113, 
mengutip Aboebakar, 1957: 503 dst). 
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Cita-cita NU juga muncul ketika organisasi 
ini secara resmi menjadi partai politik sejak 31 
Juli 1952 hingga ketika organisasi ini 
menyatakan khittah 1926 pada 1984. Anggaran 
NU ketika menjadi partai politik (1952) 
menyebutkan, salah satunya: “memperhatikan 
tentang perekonomian umat”. Sampai tahun 
2007, Cita-cita NU mengalami pengembangan 
rumusan, salah satunya: “Bidang Sosial 
mengusahakan terwujudnya kesejahteraan 
rakyat dan bantuan terhadap anak yatim, fakir 
miskin, serta anggota-anggota masyarakat 
lainnya: bidang ekonomi, mengusahakan 
terwujudnya pembangunan ekonomi dengan 
mengupayakan pemerataan kesempatan untuk 
berusaha dan menikmati hasil-hasil 
pembangunan, dan berkembangnya ekonomi 
kerakyatan: dan mengembangkan usaha-usaha 
lain yang bermanfaat bagi masyarakat guna 
mewujudkan peran sebagai sebaik-baiknya 
umat. 


Dari rangkaian perkembangan cita-cita NU 
di atas bisa disimpulkan bahwa dalam masalah 
sosial kemasyarakatan organisasi ini 
memperjuangkan kelompok-kelompok yang 
terpinggirkan, kaum lemah yang dirumuskan 


1 04 = Membela Kaum Lemah 


dengan pembelaan atas anak-anak yatim, fakir 
miskin, dan anggota masyarakat lain yang 
sejenis dengan mendukung ide pembangunan 
berbasiskan kerakyatan. Jadi ada semacam 
cetak biru dan legitimasi kokoh dari dasar-dasar 
NU sendiri untuk memperjuangkan keadilan, 
pemerataan pembangunan, dan upaya 
membangun pilar-pilar ekonomi rakyat, seperti 
koperasi dan komitmennya untuk 
memperjuangkan kemanusiaan. | 
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[9] 
MENGEMBANGKAN 
SINERGI NU DAN 
MARHAENISME 


TITIK TEMU MARHAENISME 
DAN NU 


Berbagai penelusuran sebelumnya 
menunjukkan pada kita bahwa NU dan 
Marhanisme adalah dua kekuatan yang sangat 
penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Di 
samping hubungan “romantis” yang telah 
terjalin lama, keduanya juga memiliki titik temu 
dalam visi kebangsaan dan kerakyatan. Bagian 
ini akan mengulas titik temu NU dan 
Marhaenisme secara lebih komprehensif. 


NU dari sisi kesejarahan lahir dari kesadaran 
akan pentingnya memperjuangkan “si kecil” dari 
keterpurukan. Sebagaimana identitasnya, NU 
merupakan organisasi sosial keagamaan. Oleh 
sebab itu, tentunya perjuangan yang dilakukan 
oleh NU adalah perjuangan untuk 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
Indonesia. 
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Dalam seluruh fase Anggaran Dasar NU 
dalam masalah sosial kemasyarakatan, NU 
memperjuangkan cita-cita “faham kerakyatan”: 
orientas, keyakinan, keberpihakan dalam 
masalah sosial untuk membela kepentingan 
rakyat, perlunya pemerataan pembangnan 
terhadap semua lapisan masyarakat, 
dibangunnya pilar-pilar ekonomi rakyat, seperti 
koperasi, membangun kemandirian 
keberpihakan yang jelas terhadap masyarakat 
bawah. 


Cita-cita mulia NU ini tercantum dalam 
Anggaran Dasar NU saat pertama kali didirikan 
tahun 1926 yang menyebutkan bahwa NU 
memerhatikan nasib anak-anak yatim dan para 
fagir miskin, mendirikan badan usaha untuk 
memajukan urusan pertanian, perniagaan dan 
badan-badan usaha yang tidak dilarang oleh 
syari'at Islam. Bahkan sejak berdirinya NU 
hingga sekarang, tujuan dan cita-cita NU untuk 
membela rakyat kecil tidak pernah berubah. 
Bagi NU, semua masyarakat Indonesia berhak 
untuk mendapatkan kehidupan yang layak, jauh 
dari ketertinggalan dan penindasan. Akhirnya, 
bangsa Indonesia akan mampu disejajarkan 
dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. 
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Begitu pula dengan marhaenisme, dari sisi 
kesejarahan ideologi ini lahir dari renungan 
Soekarno atas nasib seorang petani kecil di 
Bandung Selatan. Renungan itulah yang 
kemudian menjadikan semangat Soekarno 
untuk memerjuangkan rakyat kecil semakin 
tinggi. rakyat kecil menjadi fokus perjuangan 
Soekarno melalui marhaenismenya. Soekarno 
pernah mengungkapkan bahwa kekuasaan yang 
sesungguhnya adalah kekuasaan rakyat. Oleh 
karena itu, tugas pemimpin negara adalah 
menyejahterakan rakyat, karena pemimpin bisa 
berkuasa atas kehendak rakyat. 


Dari sisi kesejarahan marhaenisme dan NU 
sama-sama berasal dari perjuangan untuk 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat kecil. 
Lebih gampangnya “faham kerakyatan”. Begitu 
pula dengan tujuan dan cita-citanya, NU dan 
Marhaenisme sama-sama fokus pada cita-cita 
untuk melindungi rakyat kecil dan 
memberdayakannya. Rakyat kecil tidak boleh 
dimiskinkan oleh sistem yang telah diciptakan, 
terutama kapitaslime. Bagi NU dan 
Marhaenisme, terdapat faham kebangsaan yang 
berdasarkan perikemanusiaan, persamaan 
nasib, gotong royong, hidup kemasyarakatan 
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yang sehat, kerjasama untuk mencapai sama 
bahagia, tidak untuk menggencet dan 
menghisap. Dengan kata lain NU dan 
Marhaenisme sama-sama berjuang untuk 
mengentaskan mustadh'afin menuju kehidupan 
yang lebih baik. 


Dari sudut basis masyarakatnya, maka sudah 
jelas NU dan Marhaenisme memiliki satu basis 
masyarakat yang sama-sama berasal dari rakyat 
kecil. Sebagian besar masyarakat NU adalah 
petani kecil, nelayan, pedagang kecil dan buruh. 
Kemudian titik temu yang secara prinsipil 
menjaga kesatuan Republik Indonesia adalah 
NU dan Marhaenisme sama-sama melahirkan 
Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Hal 
ini menjadi faktor yang sangat prinsip yang 
akhirnya menciptakan hubungan antara NU dan 
Marhaenisme semakin erat. Terutama dalam 
rangka membangun bangsa Indonesia. NU dan 
Marhaenisme ibarat dua pohon yang memiliki 
satu akar, yaitu akar perjuangan untuk membela 
yang lemah, menyejahterakan yang miskin dan 
mengangkat yang tertindas. 


Sedangkan dari sisi Soekarno sebagai 
penggagas Marhaenisme, hubungan dengan NU 
pun begitu erat. Baik secara ideologi, pandangan 
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politik maupun dengan pandangan 
kebangsaanya. 


Pertama, NU dan Soekarno sama-sama 
memiliki basis wong cilik atau masyarakat kecil. 
Hanya saja basis NU adalah kaum santri 
sedangkan Soekarno adalah masyarakat 
abangan. Oleh karena itu, ideologi yang lahir 
dari Soekarno dan yang diperjuangkan di NU 
sama-sama berorientasi pada peningkatan 
kualitas hidup rakyat kecil. 


Kedua, NU dan Soekarno sama-sama 
memiliki pemikiran serta sikap toleran yang 
tinggi pada pluralitas agama dan budaya. Hal 
ini disebut dengan tasamuh dalam prinsip NU 
sebagai bentuk pengakuan, penghargaan dan 
penghormatan atas pluralitas budaya, agama, 
bahasa, ras dan suku yang begitu beragam. 
Dalam semboyan Indonesia dikenal dengan 
istilah “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya 
walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. 


Ketiga, kedekatan dalam hal 
memperlakukan soal kebangsaan dalam suatu 
kesatuan dengan Islam yang subtansial. Islam 
dalam pengertian bukan menjadi sistem negara 
tetapi nilai-nilainya diinternalisasikan ke dalam 
aturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal 
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ini sebagai konsekuensi logis atas realitas agama 
dan budaya masyarakat Indonesia yang 
beragam. Dengan kata lain, Soekarno dan NU 
sama-sama akomodatif kepada negara. 


Keempat, Soekarno memberikan apresisasi 
terhadap eksistensi NU dengan memberikan 
amanah secara penuh untuk ambil bagian dalam 
kepemerintahannya. Hal ini juga sebagai bentuk 
keyakinan Soekarno atas kesamaan paham 
kebangsaan NU dan dirinya. Dan itu dibuktikan 
hingga saat ini NU selalu mengawal perjalanan 
bangsa dari masa ke masa sebagai bukti rasa 
cintanya kepada tanah air Indonesia. 


Dalam konteks perjuangan kebangsaan, NU 
dan Marhaniesme memang tidak perlu 
dipertanyakan. Sebagaimana dikemukakan 
dalam bab sebelumnya, perjalanan panjang NU 
juga terus mendukung, mempelopori dan 
memberikan legitimasi keagamaan bagi 
perjuangan kebangsaan yang dilakukan oleh 
bangsa Indonesia yang juag dimotori oleh Bung 
Karno dan PNI. Beberapa perisntiwa itu antara 
lain: 


1. Pendirian Nahdlatul Wathan pada tahun 
1916 yang merupakan gerakan nasionalisme 
di kalangan santri dan kiai. 
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. Perumusan konsep negara-bangsa dalam 
Muktamar NU ke-11 pada tahun 1936 di 
Banjarmasin Kalimantan Selatan 


. Deklarasi Resolusi Jihad I pada November 
1945 yang selanjutnya menjadi tonggak 
sejarah pertempuran 10 November 1945 di 
Surrabaya. 


. Penganugerahan gelar Waliyul Amri adl 
Dloruri Bissyaukah (pemimpin 
pemerintahan yang sah) pada Munas di 
Bogor pada 1954 untuk Presiden Soekarno 
meskipun belum dipiilih secara demokratis 
melalui Pemilu. 

. Penegasan kembali hubungan antara Islam 
dan Pancasila melalui Munas Alim Ulama 
tahun 1983 di Situbondo. 


. Pembentukan Forum Demokrasi melalui 


Mufakat Cibeureum pada tahun 1991 sebagai 
komitmen NU untuk membangun 
demokrasi Indonesia. 

. Peneguhan kembali komitmen kebangsaan 
untuk mempertahankan dan 
mengembangkan Pancasilan dan UUD 1945 
dalam wadah NKRI pada Juli 2006. 
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MENGEMBANGKAN SINERGI 
NU-MARHAENISME 


Deskripsi di atas menunjukkan bahwa NU 
dan Marhaenisme memiliki begitu banyak 
persamaan dan titik temu. Dengan titik temu 
itulah sejarah mencatat kedua kekuatan politik 
yang mengakar di Nusantara ini melakukan 
berbagai sinergi dan kerjasama untuk 
kepentingan bangsa dan negara. Berangkat dari 
titik temu dan sinergi di atas, maka sinergi 
antara NU dan Marhaenisme itu harus 
dikembangkan untuk kepentingan negara dan 
kemaslahatan kehidupan bangsa secara jangka 
panjang. 


Pengembangan sinergi itu dapat dilakukan 
dengan berbagai pendekatan dan level. 
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Sebagaimana diketahui, ada dua level titik temu 
antara NU-Marhaenisme, yaitu titik temu di 
level konsep atau nilai-nilai, dan titik temu di 
level basis atau akar rumput. Di level basis 
massa, NU dan Marhaenisme merupakan 
kekuatan masyarakat yang mengakar dan 
berada di akar rumput. Basis massa kedua 
kekuatan ini berada di level akar rumput dan 
pada umumnya berada di perdesaan. Sebagian 
besar dari mereka adalah petani, nelayan, buruh, 
dan pendagang kecil. 


Sebagai rakyat akar rumput di perdesaan, 
basis NU maupun Marhaen berada dalam 
kondisi marginal. Secara ekonomi mereka warga 
bangsa yang didera kemiskinan dan pemiskinan 
karena tidak memiliki akses ekonomi yang 
layak.. Dari sisi pendidikan, mereka merupakan 
rakyat yang tidak terdidik atau berpendidikan 
rendah karena tidak memilki akses pendidikan. 
Secara geografis mereka beradaa di desa-desa 
dan pedalaman. Dalam kosa kata Kaum 
Marhaen, mereka disebut sebagai wong cilik. 
Sedangkan dalam tradisi NU disebut sebagai 
kaum mustadzafin. 


Di level konsep dan nilai perjuangan, NU dan 
Marhanisme bertemu setidaknya di tiga titik. 
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Pertama, secara historis NU dan 
Marhaenisme sama-sama menjadi aktor pendiri 
negeri ini. Banyak ahli sejarah mengatakan, NU 
dan PNI adalah pemilik saham terbesar bangsa 
ini. Peran Bung Karno dan Kiai Hasyim Asy'ari 
dalam  revoluasi kemerdekaan dan 
mempertahkan kemerdekaan menjadi bukti 
tentang hal ini. 


Kedua, secara ideologis NU dan 
Marhaenisme sama-sama sebagai kelompok 
politik yang memiliki komitmen kebangsaan 
yang tuntas. Keduanya sama-sama 
berkomittmen mempertahankan Pancasila, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 
dan Bhinneka Tunggal IKA. Sebagai salah satu 
contoh NU dan kaum Marhaen adalah kelompok 
yang paling depan melawan perubahan dasar 
negara Pancasila, dan pendirian Negara Islam. 
Keduanya juga menjadi kekuatan masyarakat 
yang membela keberagaman bangsa, termasuk 
pluralitas agama dan kepercayaan di Indonesia. 


Ketiga, keberpihak terhadap masyarakat 
kecil. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa NU dan 
Marhaenisme adalah dua kelompok masyarakat 
yang konsen pada nasib rakyat kecil dan kaum 
marginal. Hal ini di samping karena keduanya 
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memiliki basis pada kelas yang sama, juga 
komitmen ideologis dan nilai dasar perjjuangan 
yang dimiliki oleh keduanya menekankan pada 
pembekaan terhadap kaum lemah dan 
dilemahkan. 


Berangkat dari titik temu di atas, maka 
sinergi NU dan Marhaenisme dapat dibangun 
di setidaknya dua level, yaitu di level akar 
rumput dan di level elite. Pertama, di level akar 
rumput NU dan Marhaenisme perlu bersinergi 
dengan beberapa pendekatan beikut: 


1. Membangun dan menjaga harmoni relasi 
antara kaum nahdliyin dengan kaum 
marhaen yang merupakan mayoritas warga 
negara. 

2. Melakukan pendampingan dan advokasi 
hukum terkait dengan berbagai persoalan 
dan tindakan ketidakadilan yang kerap 
menimpa kaum nahdliyin dan kaum 
marhaen. 

3. Melaksanakan berbagai program 
pendidikan politik agar kaum nahdliyin dan 
kaum marhaen melek politik dan mengetahi 
hak-hak dasar sebagai warga negara. 
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4. Mengembangkan kualitas sumberdaya 
manusia masyarakaat perdesaan yang 
menjadi basis nahdliyin dan kaum marhaen 
agar memiliki daya saing yang memadai 
melalui berbagai program pendidikan dan 
pelatihan. 

5. Melakukan pendampingan terhadap petani, 
buruh, nelayan pedagang kecil dan kaum 
marginal yang umumnya merupakan warga 
nahdliyin dan kaum marhaen. 


6. Menyelenggarakan pengembangan ekonomi 
kerakyatan berbasis perdesaan untuk 
mengemtaskan kemiskinan di kalangan 
nahdliyin dan kaum marhaen. 


Kedua, sinergi dan kerjasama antara NU dan 
Marhaenisme juga perlu dilakukan di level elite. 
Dalam konteks ini elite NU adalah para kiai, 
pengurus NU di berbagai tingkatan serta 
pengurus PKB di berbegai tingkatan. Sedangkan 
elite Marhaen diwakili oleh para pengurus dan 
pimpinan PDIP yang meruupakan kelanjutan 
dari PNI. Pada level elite ini ada beberapa hal 
yang dapat dilakukan, seperti: 
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. Mengembangkan komitmen kebangsaan 
dengan mengedepankan kepentingan 
bangsa dan negara di atas kepentitngan 
pribadi dan kelompok. 


. Menjaga NKRI, kedaulatan negara, dan 
melawan gerakan-gerakan sparatis dan 
pendirian negara Islam. 


. Merumuskan kebijakan pengembangan 
ekonomi kerakyatan dan pengembangan 
potensi lokal serta daya saing produk 
petanian dan industri dalam negeri. 


. Merumuskan dan memperjuangkan 
kebijakan publik yang pro-wong cilik dan 
kaum marginal serta mengentaskan 
kemiskinan secara efektif. 


. Membumikan dan menyinergikan nilai-nilai 
Islam rahmatan lill “alamin dan 
nasionalisme untuk memperkuat bangsa dan 
negara serta pembangunan Indonesia 


. Membangun kepemimpinan dan 
pemerintahan yang kuat dan berpihak pada 
warga nahdliyin dan kaum marhaen. 
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MEMBANGUN FORMAT 
POLITIK NU-MARHAENISME 


Sebagaimana terungkap di Bab I, di era 
reformasi ini tidak banyak partai yang memiliki 
akar sejarah yang panjang dan akar ideologis 
yang kuat. Dua di antara yang memiliki basis 
historis dan ideologi adalah Partai Demokrasi 
Indonesia Perjungan (PDIP) dan Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB). Sinergi kedua 
kekuatan di atas tidak daat dilakukan tannpa 
format politik yang jelas. 


Format politik sinergi NU-Marhaenisme 
dipandang penting sebagai instrumen dan 
desain jangka panjang untuk mengembangkan 
sinergi di atas. Format politik merupakan 
sebuah desain yang menyeluruh sebagai 
instrumen perjuangan politik untuk 
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membangun bangsa dan negara. Format politik 
itu setidaknya bisa dilakukan dengan beberapa 
ranah, yaitu di ranah eksekutif dan legisltif. 


Pertama, di level eksekutif, pimimpin 
kaum nahdliyin dan kaum marhaen perlu 
berkolaborasi dan bersinergi untuk membentuk 
pemerintahan presidensiil yang kuat. Kerjasama 
ini bukan secara pragmatis dilakukan untuk 
berbagi kekuasaan (power sharing) semata, 
namun lebih dari itu sinergi ini merupakan 
semacam koalisi kerakyatan berbasis ideologi 
untuk jangkapanjang. Sinergi ini didasari oleh 
idealisme dan komitmen kebangsaan untuk 
memastikan terwujudnya cita-cita proklamasi 
kemerdekaan dan agenda reformasi. 


Oleh karenanya koalisi politik nahdliyin- 
marhaen ini harus berangkat dari nilai-nilai 
dasar Islam ahlussunnah wal jamaan dan 
ideologi Marhaenisme. Nilai-nilai itu harus 
dibreckdown menjadi visi kerakyatan- 
kebangsaan bersama untuk kemudian 
diejawantahkan dalam agenda strategis dan 
kebijakan pembangunan di berbagai bidang, 
seperi bidang politik, bidang ekonomi, bidang 
kebudayaan, pendidikan, energi, pangan, dan 
lain seagainya. Berikut sebagian penjabarannya: 
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. Di bidang politik, pemerintah yang dibangun 
bersama itu harus dapat membangun 
kedaulatan politik yang diselenggarakan 
berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan 
kearifan bangsa Indonesia. Dengan 
pendekatan ini politik akan menjadi 
instrumen perjuangan yang effektif dan tidak 
lagi mengkuti praktis-praktiki liberal. 


. Di bidang ekonomi, koalisi pemerintahan 
yang dibangun harus mampu 
mengembangakan kemandirian ekonomi 
berbasis konsep ekonomi kerakyatan. Dalam 
kerangkan ini yang dikejar bukan saja 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 
melainkan membangun pemerataan 
ekonomi untuk seluruh rakyat Indonesia. 


. Di bidang kebudayaan, pemerintahan yang 
dibangun harus mengembangkan 
kebudayaan bangsa dan merevitalisasi nilai- 
nilai dan kearifan Nusantaran menjadi 
kekuatan bangsa dan modal pembangunan. 


. Di bidang energi, pemerintah harus dapat 
menggelola potensi energi secara mandiri, 
dan melakukan renegosiasi kontrak karya 
eksplorasi energi agar tidak merugikan 
kepentingan nasional. Dalam kontek ini 
pemerintah juga harus dapat melakukan 
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terobosan untuk mengembangkan energi 
alternatif dan terbarukan serta ramah 
lingkungan. 


. Di bidang pangan, pemerintah harus dapat 


membangun kedaulatan pangan, dengan 
mengembangkan pertanian dan potensi 
pangan Nusantara. Dengan langkah ini maka 
kita akan dapat mengembangkan potensi 
ekonomi dalam negeri sekaligus 
memproteksi petani dan produk-produk 
lokal dari serangan produk impor. 


Kedua, di ranah parlemen atau legislatif, 


format politik koalisi NU-Marhaen harus 
dibangun untuk memastikan kebijakan yang 
sesuai dengan nilai-nilai bersama yang 
dibangun. Melalui fungsi legislasi, anggaran, 
dan pengawasan, perjuangan politik parlemen 
dapat dilakukan secara sinergis dan saling 
memperkuat. Deskripsi berikut dapat menjadi 
pilihan pendekatan: 


1. 


Dalam fungsi legislasi, koalisi parlemen 
harus mengusulkan dan mendorong 
pembahasan dan pengesahan RUU yang 
secara langsung berpihak kepada kaum 
nahdliyin dan kaum marhaen. Memang 
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sudah banyak Undang-Undang yang 
menentukan nasib konstituen nahdliyin dan 
marhaenis, namun masih banyak agenda 
legislasi yang belum diselesaikan, khususnya 
yang berkaitan dengan nasib petani, nelayan, 
buruh, pedagang kecil, dan kaum marginal. 


2. Dalam fungsi anggaran, koaisi politik 
parlemen harus mampu mendorong dan 
memperjuangkan penganggaran yang pro- 
terhadap konstituen nahdliyin dankaum 
marhaenis. Lebih dari sekadar anggaran 
yang pro-poor, penganggaran harus didesain 
dan dilaksanakan secara partisipatif dengan 
melibatkan warga masyarakat sasaran. 


3. Dalam fungsi pengawasan, koalisi parlemen 
harus mampu memastikan seluruh agennda 
bersama dilaksanakan secara konsisten oleh 
eksekutif. Pengawasan dilakukan secara 
optimal dengan mengontrol pelaksanaan 
Undang-Undang dan anggaran serta 
kebijakan lain secara konsisten dan efentif. 


Di samping ketiga fungsi di atas, koalisi NU- 
Marhaenisme di parlemen juga harus dapat 
menyelenggarakan fungsi representasi untuk 
mewakili kepentingan menyerap aspirasi, dan 
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memperjuangan kebutuhan warga negara yang 
diwakiili, terutama adalah kaum nahdliyin dan 
kaum marhaen yang kerap menjadi korban 
pembangunan.I | 
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[6] 
PENUTUP 


KESIMPULAN 


Sejarah mencatat bahwa perjalanan panjang 
bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari 
sejarah pergerakan dan pergumulan berbagai 
macam ideologi politik. Beragam ideologi 
termanisfestasi dalam banyak partai politik. 
Berbagai ideologi dan gerakan tersebut telah 
terlibat dalam pembentukan fondasi 
kebangsaan kita dan pewujudan cita-cita 
kemerdekaan. Dalam perkembangan sejarah 
pergerakan Bangsa Indonesia, identitas ideologi 
politik lahir dan berkembang seiring dengan 
lahir dan berkembangnya organisasi modern 
yang menjadi penggerak bagi perjuangan 
melepaskan belenggu kolonialisme. 


Dalam perjalannya beragam ideologi 
gerakan itu terlibat dalam pergumulan dan 
dinamika politik nasional. Beberapa ideologi 
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politik itu sebagian memiliki titik temu satu 
sama lain. Mereka tidak jarang melakukan 
kerjasama dan sinergi dalam melakukan 
gerakan politik. Hal ini terjadi pada kekuatan 
politik yang memiliki basis nilai dan basis sosial 
yang sama. Dalam konteks ini, ada dua kekuatan 
ideologis yang mengakar kuat dalam sejarah 
Indonesia dan kerap terlibat dalam senergi 
gerakan, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan 
Marhaenisme. 


Sebagai kekuatan ideologi bangsa, NU dan 
Marhaenisme merupakan dua modal strategis 
perjuangan kebangsaan. NU merupakan 
organisasi keagamaan yang lahir dari kalangan 
pesantren dan Islam tradisional, sedangkakan 
Marhaenisme di masa awal direpresentasikan 
oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang 
kemudian diwarisi oleh Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (PDIP). Sejarah 
mencatat, perjalanan kedua organisasi politik 
itu, NU dan PNU, telah menorehkan tinta emas 
dalam sejarah bangsa ini. Berbagai penelusuran 
sebelumnya menunjukkan pada kita bahwa NU 
dan Marhanisme adalah dua kekuatan yang 
sangat penting dalam perjalanan bangsa 
Indonesia. 
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Sebagai organisasi yang memiliki akar 
sejarah yang panjang, keduanya juga terlibat 
dalam pergumulan yang panjang. Meskipun 
memiliki basis ideologis yang berbeda, namun 
keduanya memiliki komitmen kebangsaan dan 
kerakyatan yang sama. Inilah mengapa 
keduanya mengalami bulan madu dan 
hubungan yang romantis. Ada beberapa titik 
temu kedua kekuatan politik ini, seperti dalam 
proses merintis kemerdekaan Indonesia, 
meletakkan pondasi dasar Negara, 
mempertahankan kemerdekaan, mendukung 
kekuasaan Soekarno, perlawanan terhadap 
gerakan sparatis dan penggerogotan negara- 
bangsa, membela dan menjaga Pancasila, 
hingga kebersamaan dalam mengawal 
reformasi. 


Di samping hubungan “romantis” yang telah 
terjalin lama, keduanya juga memiliki titik temu. 
Setidaknya ada dua level titik temu antara NU- 
Marhaenisme, yaitu titik temu di level konsep 
atau nilai-nilai, dan titik temu di level basis atau 
akar rumput. Di level basis massa, NU dan 
Marhaenisme merupakan kekuatan masyarakat 
yang mengakar dan berada di akar rumput. Basis 
massa kedua kekuatan ini berada di level akar 
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rumput dan pada umumnya berada di 
perdesaan. Sebagian besar dari mereka adalah 
petani, nelayan, buruh, dan pendagang kecil. 


Di level konsep dan nilai perjuangan, NU dan 
Marhanisme bertemu setidaknya di tiga titik, 
yaitu 1) secara historis NU dan Marhaenisme 
sama-sama menjadi aktor pendiri negeri ini: 2) 
NU dan Marhaenisme sama-sama sebagai 
kelompok politik yang memiliki komitmen 
kebangsaan yang tuntas: 3) keberpihakan 
terhadap masyarakat kecil. 


Berangkat dari titik temu di atas, maka 
sinergi NU dan Marhaenisme dapat dibangun 
di dua level, yaitu di level akar rumput dan di 
level elite. Di level akar rumput NU dan 
Marhaenisme perlu bersinergi untuk membela 
dan memberdayakan wong cilik dan kaum 
lemah sebagai basis konstituennya. Sedangkan 
di level elite, sinergi dan kerjasama antara NU 
dan Marhaenisme dilakukan dengan 
mengembangkan komitmen, nilai, dan konsep 
gerakan. Sinergi kedua kekuatan di atas tidak 
dapat dilakukan tannpa format politik yang 
jelas. 


Format politik sinergi NU-Marhaenisme itu 
setidaknya bisa dilakukan dalam dua ranah, 
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yaitu di ranah eksekutif dan legisltif. Di level 
eksekutif, pemimpin kaum nahdliyin dan kaum 
marhaen perlu berkolaborasi dan bersinergi 
untuk membentuk pemerintahan presidensiil 
yang kuat. Sedangkan di ranah parlemen atau 
legislatif, format politik koalisi NU-Marhaen 
harus dibangun untuk memastikan kebijakan 
yang sesuai dengan nilai-nilai bersama melalui 
fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. 
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JOKOWI-JK SEBAGAI SIMBOL 
SINERGI MARHANISME-NU 


Seluruh penelusuran di atas menunjukkan 
bahwa sinergi antara NU dan Marhaenisme 
telah mengakar dalam sejarah panjang. Untuk 
itu relasi dan sinergi itu harus dikembangkan. 
Format politik kerjasama dan sinergi di atas 
hanya bisa dikawal secara efektif dengan sebuah 
gerakan politik bersama baik dalam jangka 
pendek maupun jangka panjang. Di level 
eksekutif, dalam mengoperasikan format politik 
sinergi Marhaenisme-NU dibutuhkan 
kepemimpinan nasional Indonesia yang kuat. 


Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin kuat 
yang berasal dari dua tradisi besar tersebut, yaitu 
tradisi NU dan Marhaenisme. Dalam konteks 
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politik Indonesia saat ini, figur Joko Widodo dan 
Jusuf Kalla adalah dua tokoh pemimpin yang 
merepresentasikan dua kekuatan ideologis di 
Indonesia. Keduanya lahir dan dibesarkan 
dalam lingkungan dan tradisi masing-masing. 


Joko Widodo adalah pemimpin yang lahir 
dari tradisi Marhaen. Sebagaimana diketahui, 
perjuangan Marhanisme kini dilanjutkan oleh 
PDIP. Joko Widodo adalah kader dan pengurus 
PDIP sejak masih muda. Karir politiknya 
dimulai dari Solo sebagai Wali Kota yang 
diusung oleh PDIP. Prestasi kemimpinannya di 
kota Paris van Java itu membuat PDIP 
mencalonkannya menjadi Gubernur DKI 
Jakarta pada tahun 2012. Kesuksesannya 
menjadi gubernur lantas mengantarkannya 
sebagai calon Presiden RI. 


Jusuf Kalla adalah kader NU yang berasal 
dari Makassar Sulawesi Selatan. Ia lahir dari 
keluarga nahdliyin yang taat. Di samping 
menjadi pengurus dan kader NU di daerah 
asalnya, Ia juga dikenal sebagai saudagar NU 
yang sukses. Dalam kancah politik ia pernah 
menjabat sebagai Wakil Presiden RI 2004- 
2009. Dedikasinya di NU memuncak pada saat 
ia menjadi Musytasyar Pengurus Besar 
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Nahdlatul Ulama (PBNU) tahun 2010-2015. 
Selain di NU, Ia juga aktif sebagai Ketua PMI 
dan Ketua Dewan Masjid Indonesia. Prestasinya 
dalam kancah politik dan dedikasi sosialnya 
membuat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 
sebagai partainya kaum nahdliyin, mencalonkan 
Jusuf Kalla menjadi calon wakil presiden 
mendampingi Joko Widodo. 


Bagi PKB duet ini merupakan pilihan yang 
sangat tepat sebagai simbol sinergi 
Marhaenisme dan NU. Lebih dari sekadar 
simbol, Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah 
pemimpin yang sukses, berprestasi dan 
berdedikasi yang dapat melanjutnya tradisi 
perjuangan dan gerakan politik kaum nahdliyin 
dan kaum marhaen. Dengan pengusung duet 
Jokowi-JK ini maka cita-cita untuk melanjutkan 
sinergi dan kerjasama antara Marhaenisme dan 
Nahdlatul Ulama yang telah menorehkan 
sejarah emas di negeri ini, dapat dikembangkan. 
Sebagai figur politik, keduanya adalah harapan 
baru bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita- 
cita Proklamasi Kemerdekaan RI.[] 
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9 JULI 2014, COBLOS NO. (2) JUJUR-BERSIH-SEDERHANA-MERAKYAT 


Kemesraan politik Kaum Marhaen dan Mahdliyin (warga 
Nahdlatul Ulama) adalah sejarah Indonesia yang jarang 
dicetak tebal oleh sejarawan, Padahal kedua kekuatan 
politik iñi masing-masing berdiri sendin dengan keunikan 
dan kelebihannya. Meski memiliki latar belakang dan 
ideologi yang berbeda, akan tetapi keduanya memiliki titik 
tamu. Dani sisi basis sosial, Marhaenisme dan MU memiliki 
akar rumput yang senasib: wong clik, marginal, dan kerap 
menjadi korban pembangunan. Sedangkan dan sis 
ideologis, keduanya memiliki komitmen kebangsaan dan 
kerakyatan yang sama, yailu komitmen untuk menjaga 
Pancasila dan NKRI serta pembelaan dan pemberdayaan 
rakyai kecil dan kaum marginal, 


Buku ini mencoba memotret lebih detail bagaimana 
sejarah panjang mereka hingga selalu menjadi “penentu” 
dalam momentum politik nasional Indonesia 


H. A. Muhaimin Iskandar 
Ketua Umum DPP PKB 
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